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Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung
& Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Alhamdulillah, sebuah ungkapan syukur kepada Allah Swt. yang selalu
membimbing kita ke jalan yang lurus (shirat al-mustaqim). Shalawat
dan salam senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah saw. yang
telah membawa risalah Islamiyyah, berupa syariat yang sempurna, yang
mengatur tatanan kehidupan manusia dengan tujuan tercapainya kesela-
matan duniawi dan ukhrawi, dan menghapus syariat-syariat sebelumnya.

Ketika Rasulullah saw. masih hidup, segala perkara agama dapat
langsung ditanyakan kepada beliau, bahkan hal itulah yang menjadi seja-
rah asbab al-nuzul Al-Quran, atau historis turunnya wahyu, dan asbab
al-wurud yaitu sebab-sebab datangnya hadis, baik yang berupa qauliyah,
fr’liyah, dan tagririyah.

Setelah wafatnya Rasulullah saw. pada saat itu berakhirlah turun-
nya wahyu dan berakhir pula datangnya sunnah, baik gauliyah, fi'liyah
maupun faqririyah, maka kemudian segala perkara dikembalikan kepada
Al-Qur’an dan hadis, dan jika ada sebuah perkara tidak ditemukan dalil
pada keduanya, maka diperintahkan kepada umatnya untuk berijtihad,
sebagaimana Rasulullah mengajari Muadz bin Jabal ketika diutus ke
Yaman. Dari kejadian inilah maka hukum selalu berkembang dan akan
selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sosio-antropologis serta
kultur tertentu, sehingga dijelaskan dalam prinsip Islam, bahwa al-Islam
shalihun likulli zaman wa makan, bahwa hukum Islam mampu menerap-
kan serta menyikapi segala lini kehidupan.



Kemudian dalam kaidah fikih, perubahan hukum dalam fikih dibe-
narkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis
masyarakat berubah. Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang
dinisbatkan kepada Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berbunyi:

Saor

u\i‘)ﬂj\} uU\} d‘fY\} MJY\) &AY\JM L@)}k&-\} cKa- B
“Perubahan dan perbedaan hukum adalabh disebabkan perbedaan tempat,

masa kondisi, motivasi dan budaya.”

Kaidah tersebut tidak hanya dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim,
namun juga oleh ulama yang lain. Seperti kaidah yang berbunyi:
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“Tidak diingkari perubaban hukum dzsebab/mn pembahan masa.”

Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul
fikih adalah menurut ada atau tidak adanya ‘llat hukumnya.’Illat adalah
suatu sifat pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh nash (al-ashlu),
yang di atas ditegakkan hukum. Di mana ada ‘llat di situ ada hukum, dan
sebaliknya, tidak adanya fllat penyebab, tidak ada hukum. Kaidah itu
adalah:
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“Hukum itu beredar pada ‘illatnya, baik adanya hukum maupun tidak
adanya.”

Namun 9llat bukan satu-satunya acuan hukum. Ada kaidah yang
menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana
kaidah di bawah ini:
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“Hukum itu mengikuti kemaslabatan yang lebih kuat.”
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“Hukum berputar bersama kemaslabhatan manusia, maka di mana pun
ditemukan kemaslahatan disitulah hukum Allah”
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Istishlah secara etimologi ialah faedah, guna. Sedangkan kemasla-
hatan berarti kegunaan kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Mengenai
makna kata manfaat yang berarti guna dan faedah. Sedangkan manfaat
adalah manfaatnya, gunanya berfaedah. Manfaat juga diartikan sebagai
kebaikan (lawan kata mudarat) yang berarti rugi atau buruk. Suatu
kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syariat dan tidak pula terdapat
dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya,
sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau
kemaslahatan. Maslahat mursalah disebut juga maslahat yang mutlak.
Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi
pembentuk hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan
manfaat dan menolak kemudaratan dan kerusakan bagi manusia.

Kaidah fikih merupakan salah satu metode pembaruan hukum Islam
yang sangat aplikatif, walaupun banyak kita temukan dalam buku-buku
klasik yang sifatnya belum aplikatif secara kontekstual, sekiranya buku
yang ditulis saudara Agus Hermanto ini dapat memberikan siraman baru
bagi para pembaharu hukum Islam secara kontekstual, karena buku ini
ditulis dengan nuansa diperbanyaknya contoh-contoh aplikatif secara
kontekstual.

Karena sejatinya, ga’idah adalah landasan, pedoman, asas, dan titik
tolak pelaksanaan hukum Islam. Sedangkan ga’idah fighiyyah adalah
pedoman umum dan universal bagi pelaksanaan hukum Islam yang
mencakup seluruh bagiannya. Disebut juga sebagai kaidah makro atau
frekuensi yang mengatur persoalan-persoalan mikro fikih yang serupa.
Titik tolak pelaksanaan hukum Islam diatur oleh kaidah-kaidah yang
bersifat universal yang merupakan stasiun keberangkatan suatu perbua-
tan. Sebagaimana ada kaidah yang mengatakan bahwa keyakinan tidak
terkalahkan oleh keraguan, setiap perbuatan harus dilandasi oleh keyak-
inan, bukan oleh keraguan.

Al-qawa’id al-fighiyyah merupakan kaidah yang bersifat kulli yang
dirumuskan dalam ga’idah fighiyyah. Daya berlakunya hanya bersi-
fat aghlabi, yaitu berlaku untuk sebagian furu’ saja. Oleh karena itu,
seorang mujtahid harus teliti dan cermat di dalam menggunakan al-qa-
wa’id al-fighiyyah dalam meng-istinbath-kan suatu fury’. Maka dari itu,
al-qawa’id al-fighiyyah merupakan suatu metode dan juga dalil dalam
meng-istinbath-kan suatu hukum Islam dalam mencari hujjah (argu-
mentasi) khususnya masalah-masalah baru (kontemporer) dan aktual
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yang selalu bermunculan dan tidak ada dalilnya dalam nash (Al-Qur'an
dan hadis), yang harus ditemukan solusi hukumnya.

Al-gawa’id al-fighiyyah merupakan salah satu kejayaan dalam perad-
aban Islam, khususnya dalam menyikapi masalah-masalah kekinian baik
secara individu maupun secara kolektif yang secara arif dan bijaksana
sesuai semangat Al-Qur’an dan hadis.

Sekiranya buku ini sangat bermanfaat baik bagi pembaharu hukum
Islam, pemikir maupun para hakim di lingkungan Pengadilan Agama
khususnya yang dengan sengaja buku ini ditulis secara tertib, diawali
dari dihadirkannya lima kaidah utama, sampai pada cabang-cabang
kaidah, penggunaan serta dihadirkan banyak contoh-contoh yang bersi-
fat kontemporer, semoga bermanfaat.
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PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah Allah Swt. buku
sederhana ini dapat diselesaikan dengan baik, walaupun dengan segala
kekurangan penulis. Sesungguhnya buku ini bukanlah baru sama sekali,
melainkan ulasan terhadap kajian-kajian yang sudah banyak ditulis
oleh para pakar hukum Islam, khususnya para ulama usul fikih. Buku
ini merupakan bagian dari kajian logika hukum Islam dalam menyikapi
persoalan-persoalan kontemporer yang selalu berkembang dari masa
ke masa, sehingga sekiranya dapat membantu para pembaca dalam
menyikapi masalah kekinian.

Melihat bahwa telah banyak buku kaidah fikih saat ini yang belum
aplikatif, dalam arti hanya menghadirkan kaidah-kaidah untuk diha-
falkan dan dengan contoh-contoh logika sederhana sehingga kaidah
fikih sering jarang diminati, yang ingin penulis tawarkan dalam buku
ini adalah ditampilkannya contoh-contoh yang lumayan banyak, baik
contoh-contoh klasik maupun masalah-masalah kontemporer yang
berkembang saat ini, baik contoh yang hanya berupa statemen maupun
cara menyimpulkannya.

Penulis berterima kasih kepada para pihak yang telah membantu
terwujudnya buku ini, khususnya istri tercinta, Rohmi Yuhani’ah, M.Pd.I
dan kedua anak kami tercinta: Yasmin Aliya Mushaoffa dan Zayyan
Muhabbab Ramdha serta Abdad Tsabat Azmana yang sering tersita
waktunya untuk bersama demi terselesaikannya buku ini. Penulis juga
mengucapkan terima kasih kepada senior di Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung: Tidak lupa juga kepada kawan-kawan Dosen Muda
Syariah (Komunitas Cendikiawan Muda) yang telah saling memotivasi.
Semoga niat baik kita selalu mendapatkan bimbingan dan rida dari Allah
Swt.



Harapan penulis, semoga buku ini dapat menjadi salah satu khaz-
anah keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam dan semoga
bermanfaat. Amin.
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1.
PENDAHULUAN

Qa’idah adalah landasan, pedoman, asas, dan titik tolak pelaksanaan
hukum Islam. Yang dimaksud dengan ga’idah fighiyyah adalah pedoman
umum dan universal bagi pelaksanaan hukum Islam yang mencakup
seluruh bagiannya. Disebut juga sebagai kaidah makro atau frekuensi
yang mengatur persoalan-persoalan mikro fikih yang serupa.' Titik
tolak pelaksanaan hukum Islam diatur oleh kaidah-kaidah yang bersi-
fat universal yang merupakan stasiun keberangkatan suatu perbuatan.
Sebagaimana ada kaidah yang mengatakan bahwa keyakinan tidak terka-
lahkan oleh keraguan; setiap perbuatan harus dilandasi oleh keyakinan,
bukan oleh keraguan.”

Al-Qawa’id al-Fighiyyah merupakan kaidah yang bersifat kulli yang
dirumuskan dalam gqa’idah fighiyyah. Daya berlakunya hanya bersifat
aghlabi, yaitu berlaku untuk sebagian furu’ saja. Oleh karena itu, seorang
mujtahid harus teliti dan cermat di dalam menggunakan al-gawa’id al-fighi-
yyah dalam meng-istinbath-kan suatu furu’. Maka dari itu, al-qawa’id
al-fighiyyah merupakan suatu metode dan juga dalil dalam meng-istinbath-
kan suatu hukum Islam dalam mencari hujjah (argumentasi) khususnya
masalah-masalah baru (kontemporer) dan aktual yang selalu bermuncu-
lan dan tidak ada dalilnya dalam nash (Al-Quran dan hadis), yang harus
ditemukan solusi hukumnya.

! Nashr Farid Muhammad Washil, Qawa’id Fighiyyah (Jakarta: Amzah, 2015), h. 1
> Beni Ahmad Saebani, Ilmu Usul Figh (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 213

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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2.
AL-QAWA’ID AL-FIQHIYYAH

Pengertian al-Qa’idah al-Fiqhiyyah

Al-Qawa’id adalah jamak dari qa’idah (kaidah). Para ulama mengartikan
q@’idah secara etimologis dan terminologis. Dalam arti bahasa, qa’idah
bermakna asas, dasar, dan fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun
makna yang abstrak, seperti gawa’id al-bait yang artinya fondasi rumabh,
qawa’id al-din, artinya dasar-dasar agama, gawa’id al-ilm, artinya kaidah-
kaidah ilmu. Arti ini digunakan dalam QS al-Baqarah ayat 127 dan surah
al-Nahl ayat 26:
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“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar
Baitullah bersama Ismail” (QS al-Baqarah: 127.)

2580l 2 dantd 4T 36

“Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya.”
(QS al-Nahl: 26.)

Dari pengertian tersebut di atas, bisa disimpulkan arti kaidah adalah
dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.?

* A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2010), h. 2

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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Al-Qawa’id al-fighiyyah merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu
qawa’id dan fighiyyah. Hubungan dari dua kata tersebut dalah ilmu nahwu
disebut dengan hubungan shifat dengan maushuf, atau naat dan man’ut.*
Maka qawa’id fighiyyah adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian
dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.”

Al-fighiyyah berasal dari kata figh yang berarti al-fahm (mengerti),
yang dirangkaikan dengan ya’ nisbah, sehingga berfungsi sebagai penjeni-
san atau membangsakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan
bahwa di dalam ilmu fikih peran penalaran (pemahaman) yang berarti
peranan akal sangatlah mutlak.®

Adapun qawa’id fighiyyah adalah kaidah yang merupakan kesimpu-
lan dari banyak persoalan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama
sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Sebagai
gambaran, seorang ahli fikih dihadapkan dengan ratusan persoalan fikih.
Setelah dia menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan di dalam
semua persoalan tersebut, kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan
menjadi kaidah fikih.

Misalnya, setelah menelaah banyak persoalan fikih maka diperoleh
kesimpulan bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan, dibuatlah kaidah

:J\E; ;;;J\ (kemudaratan harus dihilangkan) atau dalam kesempatan lain
diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu yang sudah diyakini hukumnya
maka dia tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan yang datang

setelah itu, dibuatlah kaidah &L Il ¥ @)l (keyakinan tidak bisa dihi-
langkan dengan keraguan). =~ i

Berdasarkan hal tersebut, kaidah usul fikih lebih awal digunakan dari-
pada kaidah fikih. Karena kaidah ushuliyyah digunakan untuk mengetahui
kandungan makna sebuah lafaz yang berujung pada kesimpulan hukum.
Lalu dari hukum-hukum yang memiliki kesamaan makna atau maksud,
disimpulkanlah menjadi kaidah-kaidah fikih. Sehingga dari sisi urutan
penggunaan, asalnya kaidah usul fikih diaplikasikan terlebih dahulu,
meskipun dalam realitanya kaidah usul fikih dan kaidah fikih digunakan
secara bersama-sama.

* Ridho Rokamabh, al-Qawa’id al-Fighiyyah (Ponorogo: STAIN Press, 2007), h. 5
* Asyuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fikih (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 1
¢ Rokamabh, op. cit., h. 6

AL-QAWA'ID AL-FIQHIY YAH



Pandangan Para Ulama tentang al-Qawa’id al-Fiqhiyyah

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kaidah fikih secara istilah,
sehingga terdapat beberapa istilah yang dapat kita pahami. Karena ada
sebagian ulama yang memaknai secara luas, dan bahkan ada yang justru
menyempitkan makna. Namun demikian, walaupun telah banyak definisi
yang disampaikan oleh para ulama, tidaklah mengubah makna substansi
dari kaidah fikih tersebut.

Misalnya Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah sebagai:

ot .u, u»u i Cf d‘ ULMU S| iyt

“Kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada analogi yang
mengumpulkannya.””

Sedangkan al-Jurjani mendefinisikan kaidah fikih dengan:

PRIV s oo S0.08 802 G .
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“Ketetapan kulli yang mencakup seluruh bagtannya. 8

Imam Tajuddin al-Subki mendefinisikan kaidah sebagai:

-0 /}/a;}/a})/c/ @
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“Kaidah adalah suatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang

banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian hukum tersebut dengan
kaidah tadi”

Bahkan Ibnu Abidin, dalam Mugaddimah-nya, dan Ibnu Nuzaim
dalam kitab Asybah al-Nadza’ir dengan singkat mengatakan kaidah itu
adalah:

s B o0 P
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“Sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci daripadanya
hukum.”

7 Muhammad Abu Zahrah, Usul Fikih (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 10

8 Al-Qadbhi al-Jurjani, Kitab al-Ta'rifat (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h. 10

° Tajuddin al-Subki, al-Asybah wa al-Nadhair, vol. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), h. 11
' Ibnu Nuzaim, al-Asybah wa al-Nadhair (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), h. 10

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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Sedangkan Imam al-Suyuthi di dalam al-Asybah wa al-Nadhair
mendefinisikan kaidah sebagai:

M
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f" de ghy K S
“Hukum kulli yang meliputi bagian-bagiannya.”“
Imam Musbikin mendefinisikan sebagai berikut:

a&}w&wﬁ”’“;’

L

“Hukum (aturan) yang kebanyakan bersesuaian dengan sebagian besar
bagiannya.”"*

Sedangkan menurut Ahmad al-Syafi’i adalah:

o @b G0 o sow 2 o B s @ Sa s PR
5 Olim S L daly K o4 o &) 1 LLladll

“Proposisi yang bersifat kulli (universal) yang membawahi banyak
hukum juz’i atau proposisi umum yang di dalamnya mencakup kepuasan

bagi satuan yang berjumlah banyak.”

Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa sebagai berikut:

\
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“Pokok-pokok fikih yang bersifat kulli dalam bentuk teks-teks perun-
dang-undangan (diktum) yang ringkas, yang mencakup hukum-hukum yang
disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah
naungannya”"

Dari definisi di atas, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang
meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada juz’iyyah-
nya (bagian-bagiannya).

Dengan demikian, di dalam hukum Islam ada dua kaidah, yaitu
kaidah usul dan kaidah fikih:

! Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawa’id wa Furu’ Figh al-Syafi’l (Beirut: Dar al-Ku-
tub al-Ilmiyyah, 1979), h. 5

"2 Imam Musbikin, Qawa’id al-Fighiyyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 3

* Musthafa Ahmad Zarqa dalam Musbikin, Qawa’id al-Fighiyyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001), h. 6
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1. Kaidah usul fikih dapat kita temukan dalam kitab-kitab usul fikih,
yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (takhrij al-ahkam) dari
sumbernya, Al-Qur’an dan hadis.

2. Kaidah fikih ialah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general
dari materi fikih yang kemudian digunakan pula untuk menentukan
hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukum-
nya di dalam nash.

Oleh karena itu, baik kaidah-kaidah usul fikih maupun fikih bisa
disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah usul
sering digunakan dalam takhrij al-ahkam, yaitu mengeluarkan hukum
dari dalil-dalilnya (Al-Qur’an dan hadis), yaitu bahwa Al-Qur’an bersifat
global, sehingga tidak dapat dipahami secara benar jika tidak dipadukan
dengan penjelasan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi, sehingga dari situlah
kita akan menemukan suatu hukum, sehingga kajian ini adalah kajian
tekstual, yaitu mengeluarkan hukum dari teks, yaitu Al-Quran dan hadis.

Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan di dalam tathbiq
al-ahkam, yaitu penetapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam
bidang kehidupan manusia. Dari sisi ini, Khalifah Turki Utsmani (1869-
1878) mengeluarkan undang-undang yang disebut Majalah al-Ahkam
al-Adliyah yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggu-
nakan 99 kaidah fikih dibidang muamalah dengan 1851 pasal.'* Maka
sesungguhnya lebih mudah untuk kita pahami bahwa kaidah fikih sesung-
guhnya merupakan sebuah dalil untuk menyelesaikan masalah-masalah
kontemporer atau masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya
dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga dalam hal ini kaidah fikih dapat
digunakan.

Objek Kajian al-Qawa’id al-Fiqhiyyah

Yang menjadi objek pembahasan dalam kaidah fikih adalah:

1. Kaidah-kaidah fikih yang telah dibakukan oleh para ulama.
Maksudnya adalah bahwa dalam kajian kaidah fikih adalah akan
membahas kaidah-kaidah yang telah disepakati atau dibakukan,
ditetapkan oleh para ulama, dan bahkan dalam buku ini akan dijelas-
kan juga beberapa kaidah yang diperselisihkan.

'* Ali Haidar, Durar al-Hukkam: Syarah Majalah al-Ahkam (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991),
h. 100
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2. Seputar persoalan hukum fikih, yaitu sehubungan dengan dikelu-
arkannya hukum fikih tersebut dari kaidah-kaidah fikih."”® Ketika
sebuah masalah yang telah ditetapkan dengan menggunakan kaidah
fikih kemudian telah menjadi sebuah produk hukum yang disebut
fikih, maka hal ini menjadi sebuah objek dalam kajian kaidah fikih,
sehingga di dalam buku ini juga akan diberikan beberapa aplikasi
dari masing-masing kaidah fikih baik yang telah disepakati ataupun
yang diperselisihkan.

Manfaat Mempelajari al-Qawa’id al-Fighiyyah

Manfaat daripada al-Qawa’id al-Fighiyyah adalah memberi kemudahan
di dalam menemukan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang baru
dan tidak jelas nash-nya dan memungkinkan menghubungkan dengan
materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih serta
memudahkan di dalam memberi kepastian hukum.'®

Imam al-Suyuthi menjelaskan bahwa dengan mempelajari ilmu
kaidah fikih, maka kita akan mengetahui kaidah fikih, dasar-dasar
hukumnya, landasan pemikirannya, dan rahasia-rahasia terdalamnya.
Selain itu memudahkan kita untuk mengingat dan menghafal suatu
kaidah, kemudian meng-ilhagq-kan, men-takhrij, sehingga seseorang akan
mudah mengetahui masalah-masalah kontemporer yang tidak termaktub
baik dalam Al-Qur’an hadis maupun kitab-kitab klasik."”

Menurut al-Syihabuddin al-Qarafi sebagaimana yang dikutip oleh
Bunyana Shalihin bahwa ga’idah fighiyyah dalam kaitannya dengan
ilmu fikih banyak sekali faedahnya. Dikatakan penting karena peran dan
tujuannya dalam pemecahan segala masalah fikih. Adapun peran dan
tujuan kaidah fikih adalah:

1. Menjadi fondasi dalam berijtihad
Kaidah fikih merupakan fondasi dalam berijtihad, karena
masalah selalu berkembang sesuai konteksnya sedangkan tidak
semua persoalan terkover di dalam Al-Qur’an dan hadis, dan hal ini
membutuhkan ijtihad, maka dalam hal ini kaidah fikih menjadi dalil
logika sesuai konteksnya, karena sesungguhnya setiap hukum sangat-
lah logis, artinya dapat dicerna oleh akal pikiran manusia.

'* Abdullah bin Said Muhammad Abbadi, Idlah al-Qawaid al-Fighiyah (Indonesia: Dar al-Rahmah
al-Islamiyyah, t.t.), h. 9

' A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2006), h. 5

' Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Fury’ (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), h. 5
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Menerapkan kaidah secara benar

IImu usul fikih merupakan dasar yang digunakan para ulama
dalam berijtihad. Yakni memutuskan hukum syariat atau perk-
ara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis.
Tentunya dalam berijtihad tidak boleh dilakukan secara sembaran-
gan. Sebab nantinya hasil ijtihad ini akan digunakan oleh masyarakat
sebagai landasan hukum.

Seseorang yang ahli usul fikih biasanya memiliki wawasan luas
tentang tafsir Al-Quran, perbedaan hadis sahih, hasan, dan daif, serta
dalil-dalil yang benar menurut agama. Dengan demikian, pembentu-
kan hukum Islam bisa lebih mendekati kebenaran.

Memperluas wawasan pemikiran hukum para mujtahid

Manfaat mempelajari ilmu usul fikih yang pertama adalah un-
tuk memperluas wawasan tentang Islam yang berkenaan dengan hu-
kum-hukum syariat. Dengan demikian, apabila ada perkara tertentu
maka kita bisa mencari dalil-dalil yang benar.
Menerapkan kaidah-kaidah secara benar

Pada dasarnya, hukum ilmu fikih bersumber pada Al-Quran,
hadis, ijma’ dan giyas. Seseorang yang sanggup mempelajari hal terse-
but secara terperinci tentunya ia akan memiliki pengetahuan luas
terhadap dalil-dalil Islam. Dengan demikian, ia pun dapat menerap-
kan kaidah Islam secara benar.

Menghindari taklid yang tidak benar

Taklid merupakan tindakan mengikuti pendapat orang lain
tanpa mengetahui dalil-dalil atau sumber yang dijadikan pedoman
untuk pendapat tersebut. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa
taklid diperbolehkan bagi orang awam yang tidak mengerti cara
untuk menentukan hukum berijtihad. Namun adapula ulama yang
tidak memperbolehkannya.

Taklid hanya boleh dilakukan jika seseorang yang telah beru-
saha menyelidiki kebenaran dari perkara tertentu. Atau jika perkara
tersebut memiliki dalil yang jelas maka tidak apa-apa mengikutinya.
Terlebih lagi taklid terhadap sunah rasul, hal itu justru diwajibkan.

Namun jika taklidnya mengikuti kebiasaan nenek moyang,
seperti menyembah berhala, mencari pesugihan di gunung, atau
membawa sesajen ke kuburan maka perbuatan tersebut haram karena
bertentangan dengan syariat Islam. Maka itu, sangat penting mempe-
lajari usul fikih karena bisa membantu kita mencari hukum-hukum
yang benar sebelum mengikuti suatu keputusan atau kebiasaan di
masyarakat.

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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10.

11.

Memperkuat keyakinan terdapat hukum-hukum syariat

Hukum syariat adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan
atau tingkah laku manusia dengan berdasarkan pada ketetapan
Allah Swt. Beberapa hukum syariat ada yang tidak tertuang jelas
pada Al-Qur’an sehingga diperlukan ijtihad. Apabila kita mempela-
jari ilmu usul fikih maka kita bisa lebih memahami tentang hukum
syariat. Kita bisa lebih yakin mana hukum wajib, sunah, makruh atau
mubah.
Mengetahui bagaimana para mujtahid membentuk hukum fikih

Manfaat selanjutnya dari mempelajari usul fikih adalah untuk
mengetahui bagaimana para mujtahid membentuk hukum fikih di
zaman dulu. Sehingga kita pun bisa menelaah dan membedakan
mana hukum yang benar dan mana yang masih dalam batas dalam
pertentangan.
Mencari kebenaran di antara mazhab fikih

Manfaat mempelajari usul fikih juga bisa membantu kita mencari
kebenaran di antara ahli mazhab fikih. Kita bisa membandingkan
pendapat mazhab satu dengan yang lain. Lalu melakukan pembelaja-
ran tentang masing-masing hukum, sehingga bisa ditemukan mana
hukum yang paling sesuai dengan syariat Islam.
Sarana untuk membentuk hukum fikih

IImu usul fikih sangatlah luas. Mempelajari usul fikih berarti
mempelajari Al-Quran dan hadis secara menyeluruh hingga
bagaimana cara menafsirkan dan mengembangkannya. Apabila
seseorang mampu memahami usul fikih secara mendalam maka
ilmunya bisa ia gunakan untuk menilai hukum fikih yang telah ada,
ataupun merumuskan hukum yang belum ada secara benar dan
sesuai syariat islam.
Meningkatkan keimanan

Mempelajari usul fikih tidak hanya mengembangkan ilmu
pengetahuan, tapi juga bisa meningkatkan keimanan. Semakin kita
mendalami konsep Al-Quran dan hadis maka iman tentu akan
semakin kuat.
Memperkuat ketakwaan

Selain meningkatkan iman, mempelajari usul fikih juga
memperkuat takwa. Kita semakin mengetahui tentang dalil-dalil
yang benar dan salah, mendalami tentang hukum Allah Swt. Dengan
demikian, akan muncul rasa takut bila durhaka kepada Allah. Hal ini
bisa membuat ketakwaan semakin meningkat.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Menyampaikan pendapat dengan benar

Sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk mengemukakan
kebenaran. Namun, jika ilmu masih kurang, tentunya kita takut bila
memberikan pendapat tertentu terkait agama. Bisa-bisa pendapat
kita ini salah dan malah menyesatkan. Mempelajari usul fikih bisa
membantu kita lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat
yang benar sesuai syariat.

Membantu untuk berceramah sesuai agama

Tidak semua orang bisa berceramah. Seorang penceramah
agama tentunya harus memiliki ilmu yang luas tentang dalil-dalil
Islam. Mempelajari ilmu fikih sangat penting bagi seorang ulama
atau ustaz. Hal ini bisa membantu dalam berceramah yang benar dan
tidak menyesatkan.

Membantu penyelesaian perkara secara islami

Di zaman modern ini kita sering menjumpai pertentangan
pendapat terkait politik dan urusan agama. Kondisi tersebut tentu
sangat krusial, bahkan bisa menyebabkan perpecahan masyarakat.
Apabila kita mengantongi ilmu agama (dalam konteks usul fikih)
maka kita bisa menyelesaikan perkara-perkara tersebut dengan
berprinsip pada Islam yang sebenar-benarnya.

Memahami seluk-beluk keluarnya fatwa

Manfaat mempelajari usul fikih berikutnya dapat membantu
kita memahami seluk-beluk dikeluarkannya suatu fatwa agama oleh
lembaga tertentu. Memang jika lembaga tersebut sudah terpercaya,
maka kita sudah cukup menuruti.

Namun terkadang fatwa juga mendatangkan pertentangan
pendapat antara satu lembaga dengan lainnya. Untuk mencari jalan
keluarnya kita harus mempelajari usul fikih. Dengan demikian, kita
bisa mengkaji mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran secara
agama.

Meluruskan penyimpangan-penyimpangan di masyarakat

Selanjutnya, dengan mempelajari usul fikih bisa membantu
mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat.
Kita dapat menunjukkan dalil-dalil yang benar tentang suatu perbua-
tan atau hukum, sehingga semua hal bisa kembali pada Islam yang
sesungguhnya sesuai Al-Qur’an dan hadis.

Melindungi diri dari perbuatan dosa

Manfaat terakhir dari mempelajari usul fikih secara pribadi
dapat melindungi diri kita dari perbuatan dosa. Pemahaman tentang
Al-Qur’an dan hadis secara mendalam akan meningkatkan iman dan

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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3.
KAIDAH PERTAMA

Lafaz Kaidah Pertama
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ISR

“Setiap perkara tergantung pada tujuannya’

>

Lafaz al-umur adalah bentuk jamak dari al-amr yang sifatnya umum
bagi seluruh perbuatan dan perkataan atau berlaku umum untuk setiap
ucapan, tindakan dan tingkah laku. Dengan demikian, al-umur adalah
seluruh urusan.

Sehubungan dengan tema kaidah fikih, ilmu fikih itu sendiri memba-
has tentang hukum sesuatu dan tentang zat atau materi sesuatu, maka
makna dari kaidah di atas ialah hukum yang menyertai urusan hukum itu
menyertai apa yang dimaksudkan pelakunya dari urusan itu. Ali Hasbalah
menegaskan bahwa baik atau buruk, halal atau haramnya suatu perbuatan
tergantung pada niat pelakunya, bukan pada keuntungan, manfaat atau
bahaya, kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan.*®

Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu
perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum (muka-
laf) tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah
ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang
dilarang dalam syariat Islam. Apabila tindakan seseorang meninggalkan
hal-hal yang terlarang dilakukannya dengan segala ketundukan karena

» Bunyana Shalihin, Kaidah Hukum Islam, h. 142
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ada larangan yang berlaku dalam ketetapan syariat maka tindakan terse-
but maka memperoleh pahala. Namun, apabila tindakan tersebut berkai-
tan dengan tabiat atau perasaan jijik terhadap sesuatu yang ditinggalkan
tersebut tanpa mempertimbangkan status pelarangannya, maka ia dinilai
sebagai perkara biasa dan tabiat manusiawi yang tidak beroleh pahala.

Sebagai contoh, memakan bangkai tanpa adanya rukhshah (dispen-
sasi hukum) status hukumnya adalah haram. Dalam hal ini terdapat nash
syariat yang dengan tegas mengharamkan konsumsi bangkai dan lara-
ngan tindakan tersebut. Sehingga apabila melanggar akan memperoleh
hukuman dunia dan akhirat. Nash tersebut ada dalam firman Allah Swt.:
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi ...” dan
seterusnya. Apabila seseorang mencegah diri untuk tidak melakukan tinda-
kan tersebut (konsumsi bangkai) dengan harapan ia berpegang teguh pada
nash dan menerapkan ketentuan yang berlaku di dalamnya maka tinda-
kan ini memperoleh ganjaran dari Allah Swt. dan pelaku mendapatkan
pahala kebaikan yang ditambahkan pada daftar pahala-pahala kebaikan-
nya di sisi-Nya. Berbeda halnya apabila seseorang tidak memakan bangkai
karena faktor psikologis di dalam dirinya yang merasa jijik atau tidak suka
terhadap bangkai, tanpa memandang nash yang mengharamkannya, atau
dengan bahasa lain seseorang pasti akan memakannya seandainya tidak
merasa jijik, maka tindakan tersebut tidak berpahala sama sekali.”

Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting, karena mencakup
semua persoalan agama. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berim-
plikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan
subjek hukum (mukalaf) tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara
tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan suatu perbuatan atau perkara-per-
kara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Misalnya seseorang yang
menceraikan istri di dalam hatinya tanpa mengucapkannya, maka ia tidak
dihukumi telah melakukan talak meskipun ia telah meniatkan demikian.*

Makna yang tersirat (mafhum) dalam kaidah ini bahwa niat dalam
hati yang bersifat abstrak yang tidak didasari dengan suatu tindakan lahiri-
yah yang menjelaskannya, baik berupa perkataan atau perbuatan tidak
berimplikasi kepada hukum syariat duniawi. Sebab menurut makna yang
tersurat (manthuq) kaidah tersebut mengikat hukum hanya dengan perk-
ara-perkara lahiriyah, baik perkataan maupun perbuatan, meskipun ia
membatasinya berdasarkan niat dan tujuan dibalik perkara-perkara terse-
but.”!

» Nashr Farid, Qawa’id Fighiyyah (Jakarta: Amzah, 2018), h. 6-7
3 Ibid., h. 6
3 Ibid., h. 7
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Penggunaan kata kinayah (kiasan) dalam talak, seperti ucapan suami
kepada istrinya “Engkau adalah wanita yang terasing’, jika suami bertujuan
untuk menceraikannya, maka jatuhlah talak kepada istrinya, namun jika ia
tidak bermaksud untuk menceraikannya, maka tidak jatuh talaknya.

Contoh lain dalam kaidah ini adalah:

1. Barang siapa menjual sesuatu atau menceraikan istrinya di dalam
hati tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dihukumi telah melaku-
kan transaksi jual beli atau perceraian, meskipun secara lugas telah
mengucapkan demikian.

2. Barang siapa membeli lahan kosong dengan niat untuk mewakafkan-
nya, maka tidak serta merta lantas menjadi wakaf jika tidak diikrar-
kan niat mewakafkannya, misalnya “Saya mewakafkan tanah ini
kepada fakir miskin atau kepada lembaga-lembaga dan lainnya.”

3. Jika ada orang yang menitip barang (al-wadi’) mengambil barang
titipan dengan niatan mengonsumsinya (memakannya), lalu ia
mengembalikan lagi barang tersebut ke tempatnya sebelum sempat
melakukan tindakan yang diniatkannya, namun ternyata barang
tersebut rusak setelah ia kembalikan ketempatnya dan setelah ia
antarkan, sementara ia tidak melakukan tindakan pelanggaran atau
kelalaian terhadap barang tersebut, maka ia tidak dikenakan kewa-
jiban membayar jaminan pengganti.

4. Barang siapa niat menggasab harta milik orang lain, lalu ia urung
melakukannya, namun kemudian barang tersebut rusak di tangan
pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai penggasab dan tidak
dikenai kewajiban mengganti, meskipun secara lugas ia mengatakan
diri melakukan niat tersebut.*

Dasar-Dasar Pengambilan Hukum
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“Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan
kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat,

Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi
Balasan kepada orang-orang yang bersyukur” (QS Ali Imran: 145.)

32 Ibid., h. 7-8
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“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama
yang lurus” (QS al-Bayyinah: 5.)

Dalam ayat lain Allah berfirman:
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Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan
(sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS al-Baqarah: 225.)

Di antara kebiasaan orang Arab adalah terlalu mudah mengeluar-
kan kalimat-kalimat sumpah seperti kalimat “Wallahi!” (Demi Allah!)
atau yang sejenisnya, padahal di dalam hatinya dia tidak benar-benar
bersumpah. Yang seperti ini Allah tidak akan menghukumnya karena
perkataan sumpah yang sebenarnya dia tidak maksudkan atau tidak
sengaja. Seperti firman Allah:

© oot 1 5 B 152
“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesung-
guhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS al-Bagarah: 227.)

Maksud ayat ini adalah Allah Swt. hanya akan menghukumi kali-
mat talak berdasarkan niatnya. Karena talak apabila menggunakan lafaz
kinayah (tidak sharih atau tegas) maka dikembalikan kepada niatnya. Jika
niatnya memang untuk bercerai atau berpisah dengan istrinya maka telah
jatuh talak tersebut, tetapi jika tidak berniat demikian maka tidak jatuh
talak.

Hadis Rasulullah saw.:

P

“Sesungguhnya segala amal tergantung pada mat, dan sesungguhnya
apa yang pada orang itu ialah apa yang ia niati” (HR Bukhari-Muslim.)
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“Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya.” (HR al-Thabrani.)
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“Sesungguhnya kamu tidak memberi nafkah dengan harapan mencari
rida Allah kecuali kamu pasti akan diberi pahala karenanya, sehingga apa
yang kamu berikan pada mulut istrimu (memberi makan).” (HR Bukhari-
Muslim.)
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“Betapa banyak orang yang gugur di antara dua barisan (dalam
peperangan), tetapi Allah yang lebih tahu niat mereka.” (HR Ahmad.)
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“Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya seraya niat bangun
untuk melakukan salat malam tetapi ia ketiduran sampai pagi, maka telah
dicatat baginya apa yang telah ia niati.” (HR Bukhari.)
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“Laki-laki mana pun yang menikahi seorang perempuan kemudian ia
niat untuk tidak memberikan sedikit pun dari mas kawinnya, maka ia mati
dalam keadaan zina, dan laki-laki mana pun yang memberi barang daga-
ngannya dari orang lain kemudian niat untuk tidak memberikan sedikitpun
dari harganya, maka ia mati dalam keadaan berkhianat” (HR al-Thabrani.)

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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“Sesungguhnya manusia itu dibangkitkan berdasar niatnya” (HR Ibnu
Majah.)

Uraian Niat

Kata niat (al-niyyah) dengan tasydid dan huruf ya’ adalah bentuk masdar
dari kata kerja nawa yanwi. Ada juga yang membaca niat dengan ringan
tanpa tasydid menjadi niyah. Al-Jauhari berpendapat bahwa ungkapan
(nawaitu) atau (an tawaitu) mempunyai kesamaan arti, yaitu aku berni-
at.*® Niat sendiri berarti kesengajaan atau maksud (al-qashd), sebab
ia merupakan pecahan dari (nawa al-syai'u yanwihi) yang bermakna
“sengaja melakukan sesuatu yang diyakininya.”

Disebutkan dalam Lisan al-Arab, orang yang berniat adalah orang
yang bertekad bulat atau berketetapan hati untuk mengarah kepada
sesuatu, yaitu bermaksud untuk melakukan sesuatu tindakan dan arah
yang dituju.

Syahdan, ada seorang Badui (Arabi) dari Bani Sulaim berkata pada
anaknya yang bernama Ibrahim (nawaitu bihi Ibrahim), artinya: “Aku
menetapkan hati sesuai ketetapan hatinya dan aku memohon berkah
dengan memakai namanya untuk nama anakku.”

Bangsa Arab dalam komunikasi sehari-hari sering mengatakan,
“Nawaituhu tanwiyatani” yang maknanya “Aku menyerahkan pada niat-
nya” sementara (nawaika) mereka artikan sebagai temanmu yang niat-
nya adalah niatmu. Ungkapan lain yang sering mereka katakan adalah
“Aku memiliki niat pada Bani fulan,” artinya aku memiliki hajat pada Bani
Fulan.**

Perbuatan manusia itu ada tiga macam, yaitu dengan niat, dengan
ucapan, dan dengan perbuatan. Semua perbuatan yang ada dalam hati
diterangkan dalam hadis: “Segala perbuatan hanyalah dengan niat”
Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana memposisikan niat,
termasuk rukun atau syarat.

Dalam hal ini ada beberapa perbedaan menurut pendapat para
ulama, yaitu:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa niat itu termasuk rukun, sebab niat
salat misalnya termasuk zat (esensi) salat itu.

* Ismail bin Hammad al-Jauhari, Taj al-Lughah wa Shihhah al-Arabiyyah (Dar al-Kutub al- Misriyyah,
t.t.), h. 2516
* Nashr Farid Muhammad Washil, Qawa’id Fighiyyah, h. 29
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2. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa niat
itu termasuk syarat, sebab kalau niat itu termasuk rukun, maka harus
pula diniati, “niatnya diniati”

3. Menurut Imam Ghazali diperinci: kalau puasa, niat menjadi rukun,
kalau salat niat menjadi syarat.

4. Imam Nawawi dan Rafi’i sebaliknya: bagi salat, niat termasuk rukun,
namun bagi puasa niat termasuk syarat.

Adapun terkait dengan tempat niat, niat itu pada dasarnya tidak pada
ucapan, tetapi pada hati, hanya saja karena gerakan dalam hati itu sulit,
maka para ulama menganjurkan agar niat dalam hati itu dikukuhkan
dalam ucapan lisan, sekadar untuk menolong gerakan dalam hati. Dan
sebaliknya niat yang hanya diucapkan saja tanpa ada kehendak dalam
hati, maka niat itu tidak sah.

Maka dalam hal ini ada beberapa ketentuan dalam niat, yaitu:

1. Malikiyah berpendapat bahwa mendahulukan niat dalam bersuci
adalah boleh. Sedangkan yang lainnya, niat itu harus bersamaan
dengan permulaan ibadah, seperti: wudu niatnya bersamaan dengan
ketika membasuh muka, salat niatnya dilakukan bersamaan dengan
takbiratul ihram.

2. Jika permulaan ibadah itu berupa zikir, maka berbarengannya niat
itu harus bersamaan dengan lengkapnya zikir itu. Namun hal ini
masih sulit dilakukan oleh orang yang masih awam. Untuk itu Imam
al-Haramain dan Imam Ghazali berpendapat bahwa boleh berniat
tanpa berbarengan dengan zikir. Bahkan sebagian ulama fikih
membolehkan niat itu mendahului atau terlambat sedikit dari zikir.

3. Jika ibadah itu berupa perbuatan, maka niatnya cukup di awal
perbuatan ibadah itu. Hanya saja harus selalu mengingat niatnya itu
sampai akhir menyelesaikan ibadah itu.

Adapun syarat sahnya niat adalah: 1) Islam, 2) tamyiz (sudah dapat
makan, minum, dan menyucikan diri), 3) harus meyakini apa yang
diniati, misalnya seseorang melakukan salat Subuh, tetapi ia masih ragu,
sudah waktunya subuh atau belum, maka niatnya batal, 4) harus tidak
ada munafi, yaitu hal-hal yang membatalkan niat, seperti murtad, 5)
diperkirakan harus bisa melaksanakan apa yang diniati.

Sedangkan tujuan niat adalah disyariatkannya niat dalam setiap
ibadah, yaitu:

1. Untuk membedakan antara ibadah dan perbuatan yang dilakukan
biasa (bukan ibadah).
2. Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya.

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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Waktu niat adalah pada saat melakukan awal dari ibadah yang sedang
dilakukan. Hal itu karena pengertian niat itu sendiri yaitu
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“Bermaksud menjalankan suatu perbuatan yang dibarengkan dengan
perbuatan tersebut”

Semua ulama sepakat bahwa tempat niat adalah dalam hati, karena
hakikat niat adalah al-gashdu (tujuan), sedangkan tujuan adalah perbua-
tan hati. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa hakikat niat adalah
al-mugqarin fi fi'li (yang menyertai perbuatan), tapi pendapat yang kedua
ini pada dasarnya adalah ungkapan dari perbuatan hati, jadi pendapat
yang pertama dan kedua memiliki substansi yang sama. Maka sudah jelas-
lah, bahwa acuan yang pertama pada niat adalah hati. Sehingga fondasi
utama niat adalah bukan lafaz.

Uraian Kaidah

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap perbuatan manusia,
baik yang berwujud perkataan maupun perbuatan diukur dengan niat si
pelakunya. Untuk mengetahui sejauh mana niat itu dilakukan, seharus-
nya diketahui melalui garinah-qarinah yang dapat dijadikan alat untuk
mengetahui macam niat pelakunya.*

Apabila terjadi perlawanan antara makna ucapan dengan perkataan-
nya, maka yang dipandang adalah maknanya bukan ucapannya. Hal ini
apabila tidak bertalian dengan hak orang lain. Jika bertalian dengan hak
orang lain, maka yang dipandang adalah lafaznya bukan maknanya.

Cabang-Cabang kaidah

Cabang kaidah pertama ini adalah:
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“Tidak ada pahala kecuali dengan niat (terhadap perbuatan
yang dibuat itu.”

* Muhammad Maftuhin ar-Raudli, Kaidah Fikih (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 47
% Ridho Rokamabh, al-Qawa’id al-Fighiyyah (Ponorogo: STAIN Press, 2007), h. 31-32
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Kaidah ini adalah salah satu kaidah yang dirumuskan oleh Zainal
Abidin bin Ibrahim al-Mishri (926-970 H), kemudian dilanjutkan oleh
para ulama dengan yang lima saja. Menurut Imam Nawawi, yang membe-
dakan antara ibadah dan adat hanyalah niat.””

Kaidah ini memberikan kepada kita pedoman untuk membeda-
kan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang bukan bernilai ibadah,
baik ibadah mahdlah maupun ibadah yang ammah. Bahkan al-Nawawi
mengatakan bahwa untuk membedakan ibadah untuk membedakan
ibadah dengan adat hanya dengan niat. Suatu perbuatan adat, tapi kemu-
dian diniatkan mengikuti tuntutan Allah Swt. dan Rasul saw. ia menjadi
Ibadah yang berpahala.*®
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“Yang dianggap ada akad adalah maksud-maksud, bukan lafaz-lafaz
dan bentuk-bentuk perkataan.”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa tujuan atau makna adalah haki-
kat dari tiang utama dalam sebuah akad. Sedangkan lafaz atau redaksi
kalimat adalah sebuah pengantar antara kulit luar yang akan membawa
kepada inti yang dimaksud. Akan tetapi, ini bukan berarti mengabaikan
lafaz-lafaz secara keseluruhan, karena lafaz-lafaz itu merupakan acuan
makna dan sarana untuk mengungkapkannya. Karena itu, yang diperha-
tikan yang pertama kalinya adalah makna zahir dari lafaz itu, apabila sulit
untuk disatukan antara lafaz dengan makna yang dimaksud oleh kedua
orang yang melakukan akad, maka dikembalikan pada makna atau tujuan
yang dimaksud dan dikesampingkan oleh aspek lafaz, sesuai dengan
dalalah atau qarinah yang ada.*

Contoh-contoh penerapan kaidah ini:

1. Jika ada seseorang membeli barang dari sebuah toko, tetapi dia lupa
tidak membawa uang. Kemudian dia mengatakan kepada si penjual,
“Saya beli barangmu, tetapi karena saya lupa bawa uang, untuk semen-
tara jam tangan saya dititipkan dulu, setelah ini saya akan pulang
mengambil uang kemudian kembali lagi untuk membayarnya dan
akan saya ambil titipan jam tangan saya.” Walaupun orang ini berkata
itu bahwa adalah jam tangannya sekadar dititipkan tetapi hakikat itu
bukan akad wadiah (titipan) melainkan akad rahn (jaminan).

7 Ibnu Syaraf al-Nawawi, Riyadh al-Shalihin (Bandung: al-Maarif, 1989), h. 11
* Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 170-171
¥ Abbas Arfan, 99 Kaidah Fikih Muamalah Kuliyyah (Malang: UIN Malik Ibrahim Press, 2013), h. 136
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KAIDAH KEDUA

Lafaz Kaidah Kedua

Keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan
bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja, besarnya keyakinan dan
keraguan akan bervariasi tergantung lemah-kuatnya tarikan yang satu
dengan yang lain.
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“Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan.”

Kaidah ini kalau diteliti secara saksama, erat kaitannya dengan
masalah akidah dan persoalan-persoalan dalil hukum dalam syariat islam.
Namun demikian, sesuatu yang diyakini keberadaannya tidak bisa hilang
kecuali berdasarkan dalil argumen yang pasti (qath’i), bukan semata-mata
oleh argumen yang bernilai saksi/tidak gath’i.

Keyakinan (al-yagin) adalah kepastian akan tetap tidaknya sesuatu,
sedangkan keraguan (al-syak) adalah ketidakpastian antara tetap tidak-
nya sesuatu. Asumsi kuat (dhann) yang membuat sesuatu mendekati
makna yakin dari segi tetap atau tidaknya, menurut syariat dihukumi
sama seperti keyakinan.*

Kaidah ini berarti bahwa keyakinan yang sudah mantap atau yang
sealur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh
keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, tetapi ia hanya

* Nashr Farid Muhammad Washil, Qawa’id Fighiyyah (Jakarta: Amzah, 2018), h. 15
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dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan

sebaliknya.**

Lafaz al-yaqin secara bahasa berarti pengetahuan tanpa sedikit
keraguan. Dan secara istilah sebagaimana makna yang dikemukakan
oleh Ali Ahmad al-Nawawi dalam al-Qawa’id al-Fighiyyah, “Yakin ialah
tetap menganut yang asli yaitu apa yang telah diyakinkan sejak masa
lampau, dan itulah asalnya” Kebanyakan hukum fikih yang ada keteta-
pannya mengacu pada kaidah ini. Berdasarkan kaidah ini syariat Islam
menjadi mudah dan ringan. Kaidah ini bertujuan menghilangkan kesu-
litan dan menghapuskan beban keraguan yang senantiasa mengganggu
dalam melaksanakan ibadah dan tanggungjawab menegakkan keadilan
hukum.*

Dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan yang dialami oleh seseorang
mengenai keragu-raguan dalam menjalankan suatu perkara. Misalnya di
kala ia menemui bangkai dan sumur yang biasa dipakai untuk bersuci
dari hadas. Sejak peristiwa penemuan bangkai tersebut terkadang apakah
bersuci yang selama ini kita lakukan selama ini adalah sah atau tidak.
Maka dalam kaidah fikih terkait keyakinan haruslah kita pelajari dengan
detail.*

Keyakinan (al-bayan) adalah kepastian tetap tidaknya sesuatu,
sedangkan keraguan (al-syakk) adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya
sesuatu. Asumsi kuat (dhann) yang membuat sesuatu mendekati makna
yakin dari segi tetap dan tidaknya, menurut syariat sama dihukumi seperti
keyakinan. Bahwa keyakinan yang sudah mantap atau yang sealur dengan-
nya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan dengan keraguan
yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, tetapi ia hanya dapat dika-
lahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang mengatakan sebaliknya.*”

Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang istri mengaku belum diberi natkah untuk beberapa waktu,
maka yang dianggap benar adalah kata si istri, karena yang meyakin-
kan adanya tanggung jawab suami terhadap istrinya untuk memberi
nafkah, kecuali apabila suami memiliki bukti yang meyakinkan
pula.*®

2. Seorang bernama Zayyan ragu, apakah baru tiga atau sudah empat
rakaat salatnya? Maka, Zayyan harus menetapkan yang tiga rakaat
karena itulah yang diyakini.

4 Ibid., h. 15

* Bunyana Shalihin, Kaidah Hukum Islam, h. 150-151

4 Muhammad Maftuhin ar-Raudli, Kaidah Fikih, h. 70

* Nashr Farid Muhammad Washil, Qawa’id Fighiyyah, h. 15

* Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 42
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3. Santri bernama Ramdhan baru saja mengambil air wudu di kolam
depan komplek perumahan Ajib Komplek D. Kemudian timbul
keraguan dalam hatinya: “Batal apa belum, ya? Sepertinya saya baru
saja memegang kemaluan,” maka hukum thaharah-nya tidak hilang
disebabkan keraguan yang muncul kemudian. Seseorang meyakini
telah berhadas dan kemudian ragu apakah sudah bersuci atau belum,
maka orang tersebut masih belum suci (muhdits).

4. Apabila seseorang menghilang dalam waktu yang lama dan tidak
diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati, maka ahli waris
tidak boleh memberikan bagian warisan sampai ada bukti atau putu-
san hakim yang menyatakan keberadaannya, sehingga menghadirkan
argumen bukti-bukti yang meyakinkan bahwa ia masih hidup, misal-
nya dalam waktu berapa puluh tahun Hendriyadi kerja di luar negeri
lantas tidak ada kabar, sedangkan dalam tahun 2020 terdapat wabah
penyakit korona, maka ia tidak dapat menerima warisan sampai ada
bukti yang memastikan keberadaannya. Karena keberadaan orang
tersebut sebelum menghilang merupakan hal yang tak terbantah-
kan, namun ketika menghilang dan menimbulkan keraguan, maka
keraguan tidak dapat dikalahkan dengan keyakinan.

5. Apabila seseorang yang disahkan pengakuannya mengaku kepada
orang lain seraya berkata, “Saya kira saya masih ada tanggungan
uang dengan Anda,” maka pernyataan tersebut tidak bisa ditetapkan
adanya utang piutang antara keduanya, karena prasangka itu belum
disertai keyakinan, hanya berupa praduga atau kira-kira, maka
keragu-raguan tersebut tidak bisa mengalahkan keyakinan.

6. Apabila ada dua orang melakukan perkongsian (kerja sama) dalam
bidang perdagangan, lalu salah satu mengatakan tidak memperoleh
keuntungan atau laba, sedangkan pihak lain mengatakan sebaliknya,
namun masing-masing tidak memiliki bukti sama sekali, maka yang
diakui adalah pendapat yang mengatakan tidak mendapatkan keun-
tungan atau laba, karena hukum asalnya adalah tidak ada laba.*

Dasar Pengambilan Hukum
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* Nashr Farid Muhammad, Qawaid Fighiyyah, h. 15-16
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“Apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam
perutnya, lalu timbul keraguan, apakah sesuatu tersebut keluar dari perut-
nya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid, sehingga ia mendengar-
kan sesuatu atau mencium bau.” (HR Muslim dan diriwayatkan oleh Abu
Hurairah.)
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“Apabila di antara kalian ragu dalam menger]akan salat, tidak tahu
berapa rakaat yang telah dikerjakan, tiga ataukah empat rakaat, maka
buanglah keragu-raguan itu dan berpeganglah pada yang diyakini (yang
paling sedikit).” (HR al-Tirmidzi dari Abdurrahman.)
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“Tinggalkan apa yang membuatmu ragu, berpindahlah kepada hal yang
tidak membuatmu demikian” (HR al-Nasai dan Turmudzi dari Hasan bin
Ali.)

Misalnya ada dua orang yang mengadakan utang piutang, dan
keduanya berselisih apakah utangnya sudah dibayar ataukah belum,
adapun pemberi utang bersumpah, bahwa utangnya belum dibayar atau
dilunasi, maka sumpah pemberi utang itu akan dimenangkannya karena
hal itu yang yakin menutut kaidah tersebut. Hal ini dapat berubah jika
yang berutang dapat memberikan bukti atas pelunasan utangnya.>

Uraian Kaidah

Yang dimaksud dengan yakin adalah:
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“Sesuatu yang menjadi tetap, baik dengan penganalisaan atau dengan
adanya dalil.”>!

Maksudnya, seseorang boleh meyakini sesuatu apabila ada bukti
yang telah ditetapkan oleh pancaindra atau dalil. Misalnya orang yang

* Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, h. 174
*! Mujib Abdul Majid, al-Qawa’id al-Fighiyah (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), h. 25-26
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hadas dari wudunya, dapat diyakini hadasnya itu dengan keluarnya angin
dari dubur yang dapat dirasakan oleh kulit, dapat didengar suaranya oleh
telinga dan dapat dicium baunya dengan hidung. Jadi, apabila tidak ada
bukti batal, maka masih tetap sah wudunya.

Begitu juga seorang yang ragu dalam jumlah rakaat salat, apakah
ia telah melaksanakan tiga atau empat rakaat, maka yang yakin adalah
yang sedikit jumlahnya, karena yang sedikit itu yang paling meyakinkan
sedangkan yang banyak yang masih diragukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan syak adalah:
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“Pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan terse-
but sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa dapat ditarjihkan
salah satunya.”

Menurut para fukaha, dhann dan syak mempunyai arti yang sama.
Al-Nawawi mengatakan: “Ketahuilah menurut sahabat-sahabat kami yang
dimaksud syak adalah dalam hal air, hadas, najis, sakit, dan sebagainya.
Syak merupakan antara ada dan tidak adanya sesuatu, baik dua sisi terse-
but yang tidak sama atau hanya salah satunya yang unggul” Sedangkan
ulama usul fikih membedakan antara syak dan dhann, yaitu: “Jika ketida-
kpastian (taraddud) pada dua sisi itu sama, maka itulah syak. Namun jika
salah satunya saja yang unggul, maka sisi yang unggul itu adalah dhann
dan sisi yang tidak unggul itu adalah fantasi (wahn).

Syak menurut al-Syaikh al-Imam Abu Hamid al-Asfirayni ada tiga,
yaitu:

1. Keragu-raguan yang berasal dari barang haram.

2. Keragu-raguan yang berasal dari barang mubah, misalnya: ada air
yang berubah, yang mungkin disebabkan oleh najis dan mungkin
karena terlalu lama tergenang, maka air itu dianggap suci, karena
pada dasarnya air itu suci.

3. Keragu-raguan yang tidak diketahui asalnya atau keragu-raguan yang
pangkalnya diragukan, misalnya: bekerja sama dengan seseorang
yang mempunyai modal yang sebagian halal dan haram, maka antara
modal yang haram dan yang halal sulit untuk diketahui bedanya.
Menurut para ulama adalah hukumnya makruh.

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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Ada pengecualian dari kaidah tersebut di atas, misalnya wanita yang
sedang menstruasi yang meragukan, apakah sudah berhenti atau belum.
Maka ia wajib mandi besar untuk salat. Contoh lain apabila ia ragu apakah
yang keluar itu mani atau madzi. Maka ia wajib mandi besar, padahal ia
ragu apakah yang keluar itu mani yang mewajibkan mandi ataukah madzi
yang tidak mewajibkan mandi.*

Cabang-Cabang Kaidah

RN RN

“Yang menjadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula.”

Seorang yang didakwa (muddaa ‘alaih) melakukan suatu perbuatan
bersumpah bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka ia tidak
dapat dikenai hukuman, karena pada dasarnya ia terbebas dari segala
beban dan tanggung jawab. Persoalan kemudian dikembalikan kepada
yang mendakwa (mudda’i).

Kaidah ini diambil dari hadis Nabi:
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“Pada asalnya sesuatu itu tetap menurut adanya, sehingga terbukti ada
yang mengubahnya.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa adanya unsur yang dapat mengubah
keadaan, misalnya keadaannya yang sudah balig atau dewasa, akad nikah,
SK dalam jabatan, hal inilah yang akan mengubah keadaan tersebut.”

Maksud dari kaidah ini adalah keadaan di masa lalu masih dianggap
berlaku sampai ada yang mengubahnya. Jadi, jika seseorang ragu terha-
dap hukum suatu perkara, maka harus dikembalikan pada hukum yang
telah ada, karena apa yang telah ada lebih dapat diyakini, kecuali apabila
sudah ada ketentuan baru yang mengubahnya. Misalnya, apabila telah
terjadi perselisihan antara dua orang dalam hal pelunasan utang piutang,
apakah sudah dilunasi atau belum, maka utang tersebut dianggap tetap
masih ada, karena belum ada bukti pelunasan. Dan hal ini dapat berubah
apabila telah ada bukti-bukti baru atas pelunasan utang tersebut.

*> Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 45
 Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, h. 176-177
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Kaidah ini juga sama dengan ashl istishhab, (kembali ke asal). Istishhab
adalah kembali hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebe-
lumnya, sampai ada dalil yang mengubah keadaan itu. Maksudnya bahwa
segala ketetapan yang ada pada masa lalu, baik positif maupun negatif
akan selalu ada selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Kaidah ini
adalah pijakan dari pengembangan konsep istishhab.

Istishhab menurut para fukaha adalah ketetapan suatu hukum yang
telah ditetapkan dalam agama, seperti ketetapan hak milik seseorang
dengan adanya transaksi yang telah ditetapkan dalam agama. Istishhab
menurut ulama usul adalah berlakunya hukum yang ada dalam nash
(Al-Quran dan hadis) selama tidak ditemukan nash yang membatalkan-
nya.**

Contohnya adalah:

1. Orang yang yakin telah bersuci dan ragu tentang hadas, maka ia
masih dalam keadaan suci.

2. Orang yang yakin bahwa ia berhadas, dan ragu tentang keabsahan
bersuci yang telah ia lakukan, maka ia dihukumi masih berhadas.

3. Seseorang yang makan sahur di akhir malam dengan dicekam rasa
ragu-ragu, jangan-jangan waktu fajar sudah tiba. Maka puasa yang
tadi tetap sah, sebab menurut dasar yang asli diberlakukan keadaan
waktunya masih malam, dan bukan waktu fajar.

4. Jikaadaseseorang yang makan menjelang magrib padabulan Ramadan
tetapi ia ragu, apakah sudah magrib atau belum, maka puasanya batal.
Karena pada prinsipnya tetap menetapkan masa puasa, dan bukan
waktu buka.”

Gw A e B e
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“Hukum dasar adalah kebebasan seseorang dari tanggung jawab.”

Sesungguhnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan,
baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun berkaitan dengan hak
adami. Setelah ia lahir, muncullah hak dan kewajiban padanya.*®

Kaidah ini sesuai dengan kodrat manusia yang lahir dalam keadaan
bebas belum mempunyai tanggungan apa-apa pun, makhluk suci yang
tidak terbebani oleh dosa warisan atau dosa yang diperbuat oleh orang
tuanya. Untuk itu, para ulama berpendapat bahwa anak yang ditemu-
kan oleh orang dipandang anak merdeka bukan anak budak, sebab

* Abbas Arfan, 99 kaidah Figh Muamalah Kulliyah, h. 141
* Ahmad Maftuhin ar-Raudli, Kaidah Fighiyah, h. 80
* Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, h. 176
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KAIDAH KETIGA
Lafaz Kaidah Ketiga

Jika syariat Islam menjaga sebuah prinsip menghilangkan kesukaran dari
subjek hukum dalam keseluruhan hukum syar’i, maka hal ini sesungguh-
nya kembali pada kenyataan bahwa prinsip di dalam syariat diatur dengan
kaidah-kaidah baku dan dasar permanen yang dapat dijadikan sebagai
media menyimpulkan hukum (istinbath) ketika tidak ditemukan dalil
syar’i atau ketika al-syari’ (pembuat hukum syariat) berdiam diri menge-
nai status hukum perkara tertentu.

Prinsip atau kaidah-kaidah kemudahan tersebut juga sebagai prinsip-
prinsip pokok (al-dlawabit al-asliyah), yaitu kaidah-kaidah yang tidak
terlihat di dalamnya alasan-alasan insidental (udzur) yang muncul pada
manusia. Sebab alasan-alasan ini sebenarnya merupakan sebab-sebab
syari yang melahirkan keringanan dalam penerapan hukum syariat,
misalnya uzur sakit atau perjalanan (safar).®!
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“Kesulitan itu dapat menarik kemudahan”

Lafaz al-masyaqqah dalam bahasa Arab ialah sinonim dari lafaz
shuubah yang berarti kesulitan. Sedangkan lafaz taisir sinonimnya adalah
al-takhfif yang berarti kemudahan atau keringanan. Dengan demikian,
kaidah di atas berarti setiap kesulitan memberikan jalan kemudahan

® Nashr Farid, Qawa’id Fighiyyah (Jakarta: Amzah, 2018), h. 55
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dan keringanan. Maksud al-masyaqqah (kesulitan) yang membawa jalan
kemudahan di sini adalah kesulitan yang pada taraf yang menyebabkan
mukalaf meninggalkan kewajiban syariat, seperti kondisi perjalanan
sakit, kondisi terancam, kondisi bodoh, bencana umum, lupa dan gila.®?

Menurut al-Suyuthi, kaidah ini adalah satu dari lima kaidah induk
yang menjadi landasan acuan sebagai hukum konkret dalam fikih.®*

Seorang bernama Burhanuddin yang sedang sakit parah merasa kesu-
litan untuk berdiri ketika salat fardu, maka ia diperbolehkan salat dengan
duduk. Begitu juga ketika ia merasa kesulitan salat dengan duduk, maka
diperbolehkan melakukan salat dengan tidur telentang.

Seseorang yang karena sesuatu hal, sakit parah misalnya, merasa
kesulitan untuk menggunakan air dalam berwudu, maka ia diperboleh-
kan bertayamum.

Pendapat Imam Syafi'i tentang diperbolehkannya seorang wanita
yang bepergian tanpa didampingi wali untuk menyerahkan perkaranya
kepada laki-laki lain.

Dasar-Dasar Pengambilan Kaidah
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“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dcm tidak menghendaki kesu-
karan bagimu.” (QS al-Bagarah: 185.)
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“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijad-
ikan bersifat lemah.” (QS al-Nisa’: 28.)
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“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan” (QS al-Hajj: 78.)
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“Agama itu mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang
benar dan mudah.” (HR al-Bukhari dan Abu Hanifah.)

% Bunyana Shalihin, Kaidah Hukum Islam, h. 154
% Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadhair, h. 8
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“Aku diutus dengan membawa agama yang benar dan mudah.” (HR
Ahmad dari Ibnu Abbas.)
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“Permudahlah dan jangan mempersulit.” (HR Bukhari-Muslim.)
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“Sesungguhnya agama itu mudah” (HR Bukhari.)
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“Sesungguhnya kamu sekalian diutus untuk memberikan kemudahan
dan bukan untuk membuat kesulitan” (HR Bukhari-Muslim.)
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“Sesungguhnya Allah Swt. tldak mengutus untuk menyusahkan dan
menyengsarakan tapi sebagai pendidik yang memudahkan.” (HR Muslim.)
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“Permudahlah dan jangan kalian berdua mempersulit, berikanlah
kabar gembira dan janganlah membuat orang lain menjauhi kalian, sepa-
katlah dan jangan berselisih” (HR Bukhari-Muslim.)
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“Tidaklah Rasul disuruh memilih antara dua perkara, kecuali akan
mengambil yang lebih mudah di antara keduanya selagi tidak dosa. Dan jika
perkara itu dosa, maka beliau itu adalah orang yang paling menjauhinya.”
(HR Bukhari-Muslim.)

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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“Aku tidak diutus dengan membawa agama Yahudi dan Nasrani,
namun saya diutus membawa agama yang lurus lagi mudah.” (HR Ahmad.)

Uraian Kaidah

Syariat dibuat agar kehidupan manusia bisa teratur dan kemaslahatannya
bisa terealisasi, untuk itu syariat itu telah disesuaikan dengan kemam-
puan manusia, karena pada dasarnya syariat itu bukan untuk kepentingan
Allah, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Untuk merealisasikan syariat tersebut, Allah Swt. memberikan 5 alter-
natif untuk perbuatan manusia, yaitu positif (wajib), cenderung ke posi-
tif (sunah), netral (mubah), cenderung ke negatif (makruh) dan negatif
(haram), dan untuk merealisasikan lima alternatif tersebut Allah Swt.
juga memberikan hukuman keharusan (azimah) yaitu keharusan untuk
melakukan keharusan itu dapat dilakukan manusia mengingat kemam-
puan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Untuk itu Allah Swt. memberi-
kan hukuman rukhsah, yaitu keringanan-keringanan tertentu dalam
kondisi tertentu pula. Sehingga antara hukum azimah dengan kebolehan
melakukan rukhsah itu seimbang.**

Menurut al-Syatibi, kesulitan itu dapat dihilangkan karena dua hal,
yatu:

1. Karena khawarir orang (mukalaf) akan memutuskan ibadah, serta
benci terhadap taklif, dan khawatir akan terjadi kerusakan bagi
mukalaf baik akal, jasad, harta maupun kedudukan, karena pada
dasarnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia.

2. Karenatakutakan terkurangikegiatan-kegiatan sosial yang berhubun-
gan dengan sesama manusia, baik terhadap keluarga maupun
masyarakat. Karena hubungan antara manusia dengan manusia itu
adalah ibadah pula.

Menurut klasifikasi kesulitan, Wahbah al-Zuhaili memberikan dua
klasifikasi, yaitu:
1. Kesulitan mu’taddah, yaitu kesulitan yang alami, di mana manusia
sewajarnya mencari jalan keluarnya. Misalnya seseorang kesulitan

 Wahbah al-Zuhaili, Nadhariyyat al-Diniyyat al-Syariah (Beirut: Muassasah al-Risaah, 1982), h. 43
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mencari pekerjaan, ia dapat pekerjaan yang sangat berat, keberatan
itu bukan berarti ia boleh tidak mencari pekerjaan.

Kesulitan ghairu mu’taddah, yaitu kesulitan yang tidak pada
kebiasaan, di mana manusia tidak dapat memikul kesulitan, karena
jika ia melakukan maka ija akan merusak diri dan memberatkan
kehidupannya. Kesulitan semacam itu diperbolehkan mendapatkan
dispensasi. Misalnya diperbolehkannya salat khauf bagi mereka yang
sedang berperang.

Menurut Abdul Rahman Suyuthi, ada tujuh sebab seseorang

mendapatkan kesulitan, yaitu:

1.

v

Karena safar (bepergian), diperbolehkan salat qashar, buka puasa dan
lain-lain.

Karena sakit, dibolehkan tayamum, tidak puasa, dan lain-lain.
Karena ikrah (terpaksa dan dipaksa), karena tidak ada makanan
apa-apa kecuali daging babi dan kelaparan (kalau tidak makan bisa
mati), diperbolehkan makan daging babi.

Karena nisyan (lupa), karena lupa, di hari puasa makan dan minum
menjadi di-ma’fu (dimaafkan).

Karena jahl (bodoh), atau buta hukum.

Karena ‘usr (kesulitan) dan ‘umumu al-balwa (kesulitan yang umum),
misalnya debu di jalan yang bercampur dengan kotoran, pada haki-
katnya itu adalah najis. Karena itu sangat sulit untuk dihindari, maka
dimaafkan.

Karena nagish (kekurangan), misalnya anak kecil dan orang gila tidak
dibebani hukum.

Sedangkan bentuk-bentuk keringanan ada enam, yaitu:

Keringanan pengangguran, misalnya ibadah haji itu gugur kewa-
jibannya bagi orang mampu, karena kondisi tidak aman, dan memba-
hayakan jiwanya.

Keringanan pengurangan, misalnya dibolehkan melakukan salat
qashar ketika dalam bepergian atau safar.

Keringanan penggantian, misalnya dalam kondisi sakit tidak boleh
menyentuh air, wudunya boleh diganti dengan tayamum.
Keringanan mendahulukan, misalnya jamak taqdim.

Keringanan mengakhirkan, misalnya jamak ta’khir.

Keringanan kemurahan, dalam kondisi sangat lapar, kalau tidak
makan bisa mati, sedangkan yang ada dimakan hanyalah daging babi,
maka diperbolehkannya.

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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Masyaqqah adalah keletihan (al-juhd), kepayahan (al-una’), dan kesu-
litan (al-syiddah). Sedangkan tajlibu berarti mengirim dan mendatang-
kan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan al-taisir adalah
kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksa diri, dan tidak
memberatkan fisik.

Namun, jika kaidah itu dipahami secara detail, maka berarti “hukum
yang menyulitkan mukalaf pada dirinya, maka syariat meringankannya
sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan mukalaf tanpa
kesulitan dan kesusahan” Maka makna yang terbentuk dari kaidah
tersebut adalah bahwa jika ditemukan dalam sesuatu, maka ia menjadi
penyebab syar’i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan,
dan menghapus kesusahan dan kesukaran dari diri seseorang pada saat
melaksanakan aturan-aturan hukum dari segi apa pun.®

Suatu kesulitan menyebabkan adanya kemudahan adalah bahwa
hukum yang adanya penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesuka-
ran bagi mukalaf, maka syariat meringankannya sehingga mukalat mampu
melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

Dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kemudahan itu setidak-
nya ada dua macam, yaitu:

1. Sedang dalam perjalanan (safar), misalnya boleh jadi qashar salat,
buka puasa, dan meninggalkan salat Jumat.

2. Keadaan sakit, misalnya boleh tayamum ketika sulit mencari air, salat
fardu sambil duduk, berbuka puasa bulan Ramadan, dengan kewa-
jiban qadla setelah salat, ditundanya pelaksanaan had sampai si terpi-
dana sembuh, wanita yang sedang menstruasi.

3. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan
hidupnya. Setiap akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa maka
akad tersebut menjadi tidak sah seperti jual beli, gadai, sewa, karena
bertentangan dengan prinsip rida (rela), merusak atau menghancur-
kan barang orang lain karena terpaksa.

4. Lupa (nisyan), misalnya seseorang lupa makan dan minum pada
waktu puasa, lupa membayar utang tidak diberi sanksi, tapi bukan
pura-pura lupa.

5. Ketidaktahuan (al-jahl), misalnya orang yang baru masuk Islam
karena tidak tahu, kemudian makan makanan yang diharamkan,
maka dia tidak dikenai saksi.

6. Umumu al-balwa, misalnya boleh bai’ al-salam (uangnya dahulu
barangnya belum ada), dokter boleh mengobati pasiennya yang
bukan mahram demi untuk mengobati, sekadar yang dibutuhkan

% Muhammad Maftuhin ar-Raudli, Kaidah Fighiyah, h. 138-139

AL-QAWA'ID AL-FIQHIY YAH



— T ‘ ; Y
- ‘*" { '3-'71 3 Q\\Tg‘\:\ % ‘*’ .
RN SOM N
‘.' \\\c-\ ‘\;\_J:Em .“'..,:' N,
P R N0 NEN
GG TN
\ \. ') \
6.
KAIDAH KEEMPAT
Lafaz kaidah Keempat

N 54l

“Mudarat itu dapat dihapus’

>

Lafaz al-dlarar menurut al-Khusyaini berarti sesuatu yang tidak bermanfaat
bagi seseorang tapi membawa bahaya bagi orang lain. Dengan demikian,
kaidah di atas mempunyai arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya
harus dilenyapkan. Maka kaidah ini sangat penting dalam membangun
hukum Islam. Kaidah ini berlaku secara luas dalam berbagai objek kajian
fikih. Tidak terhingga banyaknya ketetapan hukum fikih yang menerap-
kan kaidah ini, baik ketetapan hukum mengenai pemeliharaan manfaat
maupun penolakan kerusakan atau bencana, bahkan termasuk juga peme-
liharaan kemaslahatan dlaruriyat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
nasab, harta dan kehormatan.

Pada dasarnya kaidah ini kembali pada upaya mewujudkan tujuan
hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menolak segala
kerusakan atau bencana, bahkan kerusakan atau bencana yang bakal
ditimbulkan oleh hal-hal yang bermanfaat sekalipun termasuk dalam
cakupan yang harus ditolak.”

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus
dijauhkan dari idlrar (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun

7! Bunyana Shalihin, Kaidah Hukum Islam, h. 159
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orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti)
pada orang lain.”

Islam mencegah adanya dlarurat, baik kepada diri sendiri maupun

kepada orang lain, oleh karena itu Nabi saw. melarang keras agar tidak
melakukan tindakan sembarangan tanpa mempertimbangkan akibat
yang akan timbul dari perbuatan cerobohnya. Padahal perubahan itu
merupakan satu sumber kerusakan yang sangat berbahaya, dan merupa-
kan fenomena pencemaran lingkungan. Selain itu, apa yang diperbuatnya
adalah bertentangan dengan citra rasa yang sehat dan normal, serta jauh
dari karakteristik insan berpandangan luhur.”?

1.

10.

11.

12.

Contoh dari kaidah ini adalah:

Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat,
karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat.
Adanya berbagai macam sanksi dalam fikih jinayah (hukum pidana
Islam) adalah juga untuk menghilangkan kemudaratan.

Adanya aturan al-hajr (kepailitan) juga dimaksudkan untuk menghi-
langkan kemudaratan, begitu juga aturan hak syufah.

Aturan-aturan tentang pembelaan diri, memerangi pemberontakan,
dan aturan tentang mempertahankan hak milik.

Adapun lembaga-lembaga eksekutif, lembaga legislatif, di satu sisi
untuk meraih kemaslahatan, tetapi di sisi lain berfungsi untuk meng-
hilangkan kemudaratan.

Dalam pernikahan ada aturan talak untuk menghilangkan kemuda-
ratan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

Larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil orang
tua, wanita dan orang-orang yang tidak terlibat peperangan dalam
pendeta agama lain adalah untuk menghindarkan kemudaratan.
Kewajiban berobat dan larangan membunuh diri juga untuk menghi-
langkan kemudaratan.

Larangan murtad dari agama lain dan larangan mabuk-mabukan
juga untuk menghilangkan kemudaratan.™

Diperbolehkan bagi seorang pembeli memilih (khiyar) karena adanya
aib (cacat) pada barang yang dijual.

Diperbolehkannya merusak pernikahan (faskh al-nikah) bagi laki-
laki dan perempuan karena adanya aib.

Seperti halnya seorang wanita yang berpuasa memakai rok mini,
dalam Islam, sesuatu yang akan menimbulkan bahaya pada agama,

7> Nashr Farid Muhammad Washil, Qawa’id Fighiyyah, h. 17

73 Yusuf al-Qaradhawi, al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifat Wa Hadlarah, terj. Badrizzaman (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2001), h. 219

7* Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 68

AL-QAWA'ID AL-FIQHIY YAH



jiwa, akal, nasab dan harta dilarang, begitu juga dengan sikap seorang
wanita yang sedang puasa menggunakan rok mini, dalam keadaan
tidak puasa pun dilarang, karena dikhawatirkan akan menimbulkan
syahwat bagi laki-laki dan akan mengarah kepada perzinaan, apalagi
dalam keadaan puasa, selain akan mendatangkan mudarat bagi orang
lain juga akan mendatangkan mudarat baginya yaitu akan mengu-
rangi nilai paha puasa yang sedang ditunaikannya, maka dari itu,
bahaya haruslah dihilangkan.”

13. Seperti halnya menggunakan masker pada saat musim korona adalah
wajib, karena jika tidak menggunakan masker saat keluar rumah,
maka akan menimbulkan kemudaratan yaitu tertular virus korona,
yang merupakan mudarat, karena tidak dapat dilihat oleh mata,
sehingga kemudaratan itu haruslah dihilangkan.

14. Menetap di dalam rumah pada musim korona adalah wajib, karena
akan menghindari mudarat yang terjadi, karena pada musim korona,
bergerumul dari keramaian merupakan hal yang dikhawatirkan akan
terjadinya penularan virus korona.

Dasar Pengambilan
2V 8 i

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi? (QS al-Araf:
56.)

SV G5 Y5 5 Y
“Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh

membalas kemudaratan dengan kemudaratan di dalam Islam.” (HR Malik,
Ibnu Majah, dan al-Daruquthni.)

@ - ) s o0 b LG Sor Y 7 s ow s ./ ° - ° o - o - 2 o~
&a:\.ﬂ\dﬂj\w}a\m&)d)-u—\dud\éubduw%&wd‘uﬁ

)‘Jf y})}‘" y JB /J\.w) :\.}cﬁé\
“Dari Abu Sa’id, Sa’id bin Malik bin Sinan al-Khudri r.a., Rasulullah
saw. bersabda: ‘Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahaya-

kan orang lain.” (HR Malik, Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, dan
al-Daruquthni.)

7> Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer I, h. 105
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Hadis ini menjelaskan mengenai larangan terhadap kemudaratan
(dlarar) dan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudaratan (dlirar)
di dalam Islam. Dalam hal ini, para ulama memberikan komentar dalam
menilai kualitas hadis tersebut. Terlepas dari hal itu, apakah maksud
dengan la dlarara wa la dlirara, apakah dlarar sama dengan dlirar?

Dalam menanggapi hal tersebut, Imam Minawi menjelaskan dalam
kitab Faidl al-Qadir komentator kitab al-Jami’ al-Shaghir, karya Imam
al-Syuyuthi, bahwa al-dlirar berarti seseorang tidak boleh membahayakan
saudaranya dengan mengambil sesuatu dari haknya. Sedangkan la dlirar
adalah tidak melakukan pembalasan terhadap siapa yang pernah memba-
hayakan dirinya, namun ia memaafkan. Dlarar merupakan perbuatan
pertama, sedangkan dlirar adalah kedua. Atau dlarar merupakan tinda-
kan yang memulai, sedangkan dlirar adalah tindakan balasan. Yang
pertama melakukan tindakan kerusakan terhadap orang lain, sedangkan
yang kedua melakukan kerusakan dengan melakukan kerusakan balasan.
Dalam kata lain, masing-masing mereka melakukan kemudaratan kepada
sahabatnya tanpa menjadi permusuhan yang sepadan.”

Aspek signifikansi hadis, Rasulullah saw. di sini menafikan mudarat
secara mutlak, sebab ia berbentuk nakirah dalam konteks kalimat nega-
tif, sehingga praktis bermakna umum. Penegasan di sini tidak mengarah
pada penafsiran kemungkinan terjadinya hal tersebut maupun yang sudah
nyata-nyata terjadi, sebab kasus dlarar dan dlirar sudah banyak terjadi.
Jadi menjadi tidak benar jika yang dimaksud di sini adalah penafsiran
segala bentuk dlarar dan dlirar, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah
sebenarnya tidak dibenarkan melakukan praktik dlarar dan dlirar dalam
agama kita, selanjutnya, jika memang tidak dibenarkan, maka ditetapkan-
lah keharaman baginya.

Tidak diragukan lagi bahwa adanya mudarat yang menyertai subjek
hukum dianggap sebagai jenis kesukaran atau kesusahan yang paling kuat
sehingga harus dihilangkan dalam aplikasi syariat sebagai bentuk peno-
lakan dari kesukaran.”

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah kukum fikih yang bersi-
fat partikular (furu’), di antaranya bentuk-bentuk ikhiyar dalam hal memi-
lih jodoh, pembatasan wewenang (al-hijr), hak syuf ah (pelamar pertama)
oleh partner lain yang mau melamar, hudud, takzir, dan pembatasan
kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya
agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.”

76 Abd al-Ra'uf al-Minawi, Faidl al-Qadir (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1946), h. 431
77 Nashr Farid, gawa’id Fighiyyah, h. 91
78 Ibid., h. 17
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Perkataan dlarar dan dlarar ini di kalangan ulama berbeda pendapat,

di antaranya:

1. Al-Husain mengartikan al-dlarar, bagimu ada manfaat tetapi bagi
tetanggamu ada mudarat. Sedangkan al-dlirar, bagimu tidak ada
manfaatnya, tapi bagi tetanggamu mendatangkan kemudaratan.

2. Ulama lain mengartikan al-dlarar dengan membuat kemudaratan
dan al-dlirar diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan
syariat.”

Uraian Kaidah

Kaidah iniadalah kaidah yang sangat populer di kalangan fikih dan merupa-
kan salah satu kaidah yang terpenting, dan banyak kasus fikih yang dikem-
balikan kepadanya. Dlarurat adalah kesulitan yang sangat menentukan
eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengan-
cam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Sedangkan
masyaqqah adalah kesulitan yang timbul dari hasil mengerjakan sesuatu
perbuatan, di luar dari kenabian. Masyaqqah akan mendatangkan rukhsah
bagi manusia dan dlarurah menyebabkan terhapusnya masalah hukum.

Kaidah ini dipecah menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat
partikular (furw’), di antaranya bentuk-bentuk khiyar, dalam transaksi
jual beli, pembatalan wewenang (al-hijr), dan syufah (pembeli pertama)
oleh partner bisnis dan tetangga, hudud, takzir, dan pembatasan kebe-
basan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya agar
tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.

1. Khiyar dengan segala jenis dan bentuknya ditetapkan oleh syariat
untuk menghilangkan bahaya atau mudarat. Khiyar syarth dalam
transaksi jual beli misalnya diberlakukan untuk menghilangkan
kemungkinan terjadinya bahaya (kerugian), pada orang yang belum
berpengalaman dalam jual beli. Sehingga ia rentan menjadi korban
penipuan, sementara khiyar ru’yah mengandung unsur menghilang-
kan bahaya (kerugian) yang muncul dari kondisi barang yang tidak
sesuai dengan sifat-sifat (spesifikasi) yang diterima pada saat tran-
saksi misalnya tidak akan diterima barang tersebut jika tidak sesuai
akad transaksi, sedangkan khiyar aib adalah untuk menghilangkan
bahaya (kerugian) di dalamnya sudah jelas dan tidak perlu penjela-
san lebih lanjut.

7 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 68-69
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Al-hijr, pembatasan wewenang dalam menasarufkan hak milik,
mempunyai banyak faktor yang melatarbelakanginya, misalnya pemi-
liknya masih kanak-kanak, gila, sembrono (ghaflah) dan idiot (al-sa-
fah). Penerapan al-hijr yang diterapkan kepada mereka sesungguhnya
diberlakukan untuk memelihara kemaslahatan mereka sendiri dan
menghindari bahaya pengeksploitasian mereka. Mekanisme al-hijr
juga diberlakukan bagi orang yang terlilit banyak utang. Sebab hal
itu melindungi hak banyak orang-orang yang berpiutang (kreditur).
Di sini orang yang berutang (debitur) dilarang membelanjakan atau
mempergunakan hartanya agar hak orang lain tidak hilang.

Syufuh (hak membeli pertama), ditetapkan sebagai milik partner
kongsian (al-syarik) untuk menepis bahaya pembagian barang kong-
sian, sedangkan hak syufah bagi seorang tetangga dimaksudkan untuk
menepis perlakuan buruk bertetangga (su’ al-jiwar) yang mungkin ia
terima dari tetangga baru yang dapat jadi berkelakuan buruk.

Qishash, dalam konteks jiwa dan hudud disyariatkan untuk menepis
bahaya yang menyeluruh dari masyarakat dan memelihara kelima
prinsip umum atau al-dlaruriyah, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan
harta. Sedang gishash dalam konteks selain jiwa ditetapkan untuk
menyingkirkan unsur bahaya dari pihak korban tindak kejahatan
dengan mengobati rasa dendamnya terhadap orang yang melanggar
haknya sesuai dengan eatak alamiah manusia. Dari sisi lain, pelaku
kejahatan pun melindungi dengan mekanisme gishash ini dari tindak
balas dendam yang lebih hebat dari pihak kurban. Pensyariatan
qishash juga menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat.

Demi menjaga keselamatan umum, maka disyariatkanlah sebagai
bentuk bahaya bagi pihak korban ataupun hukuman takzir guna
mencegah bahaya sosial maupun bahaya individual baik sebagai
tindakan preventif maupun represif dengan cara yang mungkin
dapat menghilangkan bahaya bagi pihak korban ataupun menghapus
pengaruh yang ditimbulkan dalam bentuk hukuman yang setimpal.
Pembatasan (limitasi) kebebasan manusia dalam mempergunakan
hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun tasarufnya pada hak-hak
yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain juga termasuk
kategori upaya pencegahan bahaya yang mengerikan dengan segala
cara jika ia memang benar-benar terjadi. Misalnya seorang menyewa
sebuah kios untuk dipergunakan sebagai tempat pandai besi, tempat
pemanggangan roti, atau alat distilasi minyak maupun dapur, semen-
tara kios tersebut di blok pedagang kain sutra, maka hal tersebut
dilarang, sebab bahaya (kerugian) yang dapat ditimbulkan jelas lebih
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besar dari, pada bahaya (kerugian) yang mungkin ditanggung oleh
orang terbuat seorang diri, karena kemaslahatan sosial didahulukan
daripada kemaslahatan individual. Contohnya, jika seorang tetangga
membuat saluran air untuk rumahnya yang menyebabkan kerapu-
han tembok dinding (dinding) rumah tetangganya sehingga dapat
membuatnya roboh maka pembuatan saluran air ini tidak diperbo-
lehkan karena alasan ini dan mengingat bahaya yang begitu jelas di
dalamnya.®

Contoh dari dlarurah adalah: Seorang yang dalam perjalanan jauh
dan kehabisan bekal. Dan tidak ada makanan kecuali makanan yang
haram, maka ia harus makan makanan yang haram itu untuk menye-
lamatkan jiwanya. Sedangkan contoh dari masyaqqah adalah seseo-
rang yang bepergian jauh, maka ia mendapatkan rukhsah jamak salat
atau tidak berpuasa.

Sebab-Sebab Dlarurat

Jika dicermati, maka akan banyak orang yang dalam kondisi darurat. Baik
dlarurat yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain, karena kelaparan,
berobat dari penyakit, saat terjadi kebakaran, tenggelam, kecelakaan, dan
lain sebagainya.

Namun semuanya dapat disimpulkan, bahwa yang menyebabkan

kondisi dlarurat karena menjaga lima hal yang harus dilindungi dalam
Islam, yaitu:

1.

Menjaga agama

Iniadalah dlarurat yang terpenting dan dalam urutan tertinggi, karena
dengan agama manusia akan membedakan mana yang hak dan mana
yang bathil. Karena akal manusia tidak cukup untuk mencari kebe-
naran kecuali atas petunjuk wahyu. Dan dengan agamalah manusia
dapat beribadah dengan benar kepada Allah Swt.

Menjaga jiwa

Din tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa yang menegakkannya.
Menjaga akal

Allah telah memuliakan umat manusia dengan akal, dengan akal
itu manusia menjadi mulia dibandingkan dengan mahluk yang lain.
Dengan akal kita bisa menyembah Allah Swt. di muka bumi. Dan
dengan akal pula kita mampu mengemban amanat menjadi khalifah.
Yaitu mengelola bumi dengan benar.

% Nashr Farid, Qawa’id Fighiyyah, h. 17-18
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Di antara sarana untuk menjaga akal adalah ilmu, karena kalimat
wahyu yang pertama kali turun adalah igra’ karena membaca merupa-
kan jalan mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya,
namun ia merupakan jalan terpenting.

4. Menjaga keturunan
Di antara dlarurat al-khams yang dipelihara dan dijaga dalam syariat,
adalah menjaga keturunan.

5. Menjaga harta
Bagian terakhir dari dlarurat al-khams yang dijaga oleh syariat adalah
sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebaha-
giaan.®!

Cabang-Cabang Kaidah

seSa  Sos 5 oSG
C/)\))‘L"SL'\CXFQ\JJJ"J\

“Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Batasan kemudaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manu-

sia yang berkaitan dengan lima tujuan, yaitu memelihara agama, meme-

lihara jiwa, memelihara akal, memelihara nasab, memelihara harta atau

kehormatan.®

1. Dikalangan ulama usul fikih, yang dimaksud dengan keadaan dlaru-
rat yang membolehkan hal-hal yang yang dilarang dalam keadaan
yang memenuhi syarat sebagaimana berikut:

2. Kondisi itu mengancam jiwa, dan atau anggota badan.

3. Keadaan dlarurat hanya akan dilakukan sekadarnya dalam arti tidak
melampaui batas.

4. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dila-
rang.®

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Misalnya, seseorang di hutan tiada makanan sama sekali kecuali ada
babi hutan dan bila ia tidak makan menjadi mati, maka babi itu boleh
dimakan sebatas keperluannya.

2. Seperti halnya salat jumat bagi satpam yang terkena shift. Idealnya,
setiap pelaksanaan salat Jumat bagi muslim untuk dilaksanakan,

8t Muhammad Maftuhin, Kaidah Fighiyah, h. 172-180
8 Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, h. 194-195
% Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 72
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yang menjadi mudarat adalah pertama, mencari pekerjaan tidaklah
muda, kedua, menjaga dan meyakinkan keamanan merupakan tugas
pokok satpam, maka daripada itu, ketika ia menerima shift pada saat
hari Jumat, ada alternatif, yang pertama adalah berusaha di saat hari
Jumat ada kebijakan orang nonmuslim yang menjaganya, namun jika
tidak memungkinkan hal tersebut, dalam kaidah ini dijelaskan bahwa
keadaan dlarurat itu menyebabkan menyebabkannya diperbolehkan
sesuatu yang semestinya dilarang.**

3. Seperti halnya hukum vaksin/obat yang diproses dalam katasilator
enzim babi. Sesuatu yang dapat mencelakai agama, jiwa, akal, nasab
dan harta, maka harus dihilangkan, begitu juga vaksin, kita ketahui
bahwa babi merupakan binatang yang diharamkan dan najis mugha-
ladhah ketika menyentuhnya, namun dalam keadaan dlarurat, karena
memang tidak ada zat yang dapat digunakan sebagai bahan vaksin,
dan hanya satu-satunya adalah binatang babi, dan belum atau tidak
ada penggantinya, hal ini dapat digunakan dengan alasan bahwa
dalam keadaan dlarurat dibolehkannya melakukan sesuatu yang dila-
rang.®

Ketika dalam perjalanan, di tengah-tengah hutan Rahman diadang
oleh segerombolan begal, semua bekal Rahman ludes dirampas oleh
mereka yang tak berperasaan karenanya mereka pergi tanpa memedu-
likan nasib Rahman nantinya, lama-kelamaan Rahman merasa kelaparan
dan dia tidak bisa membeli makanan karena bekalnya sudah tidak ada
lagi, tiba-tiba tampak di hadapan Rahman seekor babi dengan bergeleng-
geleng dan menggerak-gerakkan ekornya seakan-akan mengejek si
Rahman yang sedang kelaparan tersebut. Namun malang juga nasib si
babi hutan itu. Rahman bertindak sigap dengan melempar babi terse-
but dengan sebatang kayu runcing yang dipegangnya. Kemudian tanpa
pikir panjang, Rahman langsung menguliti babi tersebut dan kemudian
makan dagingnya untuk sekadar mengobati rasa lapar. Tindakan Rahman
memakan daging babi dalam kondisi kelaparan tersebut diperbolehkan.
Karena kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang.
Diperbolehkan melafazkan kalimat kufur karena terpaksa.

Kaidah ini telah dikonfirmasi oleh ayat:

/J

ij‘jdaéuy\\.njfj«_;-\é_’;.’ﬁ\j \55 >3/ /s/

r-:-?'))~ Tufév}-c 536 5k Y)t\.a”fjh.«o

8 Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer II, h. 48
% Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer II, h. 357
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7.
KAIDAH KELIMA
Lafaz Kaidah Kelima

G5 ra -
1! 351

“Adat kebiasaan itu menjadi hukum!’

>

Secara bahasa al-adat berarti yang berulang-ulang, sedangkan secara
istilah, adat adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat
tertentu dan berlaku secara terus-menerus dalam praktik kehidupan
tanpa adanya penolakan.”

1.

Contoh dari kaidah ini adalah:

Seseorang menjual sesuatu dengan tanpa menyebutkan mata uang
yang dikehendaki, maka berlaku harga dan mata uang yang umum
dipakai.

Batasan sedikit, banyak dan umumnya waktu haid, nifas, dan suci
bergantung pada kebiasaan (adat perempuan sendiri).

Di desa-desa sudah biasa orang yang ke warung untuk mengambil
jajan semaunya dan sesukanya, baru kemudian setelah itu pembeli
memberi informasi bahwa ia telah mengambil beberapa makanan dan
kemudian dibayarnya. Keadaan yang demikian telah lama dilakukan
oleh masyarakat kita dan tidak pernah ada masalah dan para ulama
juga tidak ada yang mempermasalahkannya.*

°2 Bunyana Shalihin, Kaidah Hukum Islam, h. 161
% Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer (Malang: PT Qaf Media Kreatif, 2018), h. 26
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4. Seperti halnya salat sambil membaca mushaf Al-Quran dalam hal
ini, kebiasaan baik itu dapat dijadikan pertimbangan dalam mene-
tapkan hukum.**

Dasar-Dasar Pengambilan Kaidah

o8 or &S S o
Oyl a2l
“Dan pergaulilah mereka secara patut.”

o s, 2o o 0B oS S -

w.o-al.\)\u\'&}@l..wa-d}v\wl\a\)b
“Apa yang menurut kaum muslimin baik, maka baiklah bagi Allah.”
(HR Ahmad dari Ibnu Masud.)

Uraian Kaidah

Istilah al-adah dan ‘urf menurut jumhur ulama mempunyai arti yang
sama, namun sebagian fukaha berpendapat berbeda. Adapun pengertian
masing-masing adalah:

\

Z or - - s s 0 e 154 z o S e)‘///eﬁ/ PRI P A S
*dgi‘}“’rf?t‘?'dﬁé 35w rx& }) c.wbu"U\@)uLASJu\
b )
“Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu

menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa
perkataan atau perbuatan.”

Sl enty 27 51 4o 13 G e 1L U Sl B s S

P sor s

sl ufjswd}yww ol a;

Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, bazk
berupa perkataan perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dina-
makan adat. Dan di kalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara ‘urf
dengan adat.”

«c

% Ibid., h. 44
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Adapun syarat agar adat itu bisa diterima menjadi hukum adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat
ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan
perbuatan maksiat.

2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang, bisa dika-
takan bahwa perbuatan itu sudah mendarah daging di masyarakat.

3. Tidakbertentangan dengan keterangan nash, baik Al-Qur’an maupun
hadis.

4. Tidak mendatangkan kemudaratan serta berjalan dengan jiwa dan
akal yang sejahtera.”

Cabang Kaidah

¥4 - o 8 o b o o0 S o o s Zro b Foa s s
“Suatu yang disampaikan oleh syariat (hukum) secara mutlak,
namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa
maka semua itu dikembalikan kepada ‘urf.”

Misalnya hukum syariat menetapkan hukum mahar dalam perkawinan
namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar itu, maka
ketentuan itu dikembalikan pada kebiasaan dan kesepakatan.

Maksud dari kaidah ini adalah apabila suatu hukum yang dikeluar-
kan oleh syariat secara mutlak, tetapi tidak ada pembahasan dalam syariat
maupun ketentuan bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf. Misalnya,
hukum syariat menetapkan adanya hukum mahar dalam perkawinan,
namun tidak ada kejelasan berapa banyak mahar itu harus dibayarkan,
maka ketentuan itu dikembalikan kepada kebiasaan.

Niat salat cukup dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram,
yakni dengan menghadirkan hati pada saat niat salat tersebut.

Terkait dengan kaidah di atas, bahwasanya syariat telah menentu-
kan tempat niat di dalam hati, tidak harus dilafalkan dan tidak harus
menyebutkan panjang lebar, cukup menghadirkan hati, “Aku niat salat ...
rakaat” Itu sudah dianggap cukup.

Jual beli dengan meletakkan uang tanpa adanya ijab kabul menurut
syariat adalah tidak sah. Dan menjadi sah, kalau hal itu sudah menjadi
kebiasaan.

% Masjfuq Zuhdi, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Hajimasagung, 1990), h. 24
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“Sesuatu yang telah terkenal menurut ‘urf, seperti sesuatu yang disyarat-

kan dengan sesuatu syarat apa yang sudah ditetapkan dalam ‘urf itu seperti

ketetapan dalam nash.”

Apabila seseorang bergotong-royong membangun rumah yatim
piatu, berdasarkan adat kebiasaan, orang-orang yang bergotong royong
tersebut tidaklah dibayar.”® Misalnya di Jawa bila tiba waktu Maulid Nabi,
pasti di sana melakukan kirab budaya Islam, terus melakukan tablig akbar
ataupun pengajian serta shalawatan. Selama perayaan budaya tersebut
tidak melanggar syarat yang telah ditentukan, maka ‘urf atau kebudayaan
tersebut bisa terus dilaksanakan.

Contoh-contoh dari kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Menjual buah di pohon. Hal ini tidak boleh menurut giyas, karena
tidak jelas jumlahnya, tapi karena sudah menjadi kebiasaan (adat),
maka ulama membolehkannya; mereka yang mengajarkan Al-Qurian
dibolehkan menerima gaji, hal itu antara lain agar Al-Qurian tetap
eksis di kalangan umat Islam; dan adat istiadat yang berkembang di
masyarakat.

2. Menurut kebiasaan yang berlaku adalah makanan atau minuman yang
disuguhkan kepada tamu, boleh dimakan tanpa membayar. Tetapi
jika ada ketentuan lain, hendaknya ada keterangan lebih dahulu, baik
dengan menyodorkannya daftar harga maupun dengan pengumu-
man.

3. Seorang minta tolong kepada seorang makelar untuk menjualkan
kendaraan bermotornya tanpa menyebutkan upahnya. Jika telah laku,
maka orang yang menyuruh menjualkan barangnya harus memberi-
kan komisi kepada makelar yang menjualkannya menurut kebiasaan
yang berlaku, yaitu 2% dari harga penjualnya, kecuali ada perundi-
ngan lain.

Maksud dari kaidah ini adalah suatu perkara yang telah terkenal di
kalangan masyarakat sebagai adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang
harus berlaku di antara mereka. Artinya, adat itu mempunyai daya yang
mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana ketetapan nash. Misalnya
jual beli mobil harus ada uang atau jaminannya, karena itu sudah menjadi
kebiasaannya.

% Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, h. 202-203
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8.
KAIDAH-KAIDAH YANG DISEPAKATI

Kaidah-kaidah kuliyyah adalah kaidah yang bersifat umum, yang oleh
karena itu dapat menampung seluruh bagian-bagiannya (cabang-cabang-
nya) secara terperinci. Namun masih ada pula masalah-masalah yang
dikecualikan dari kaidah-kaidah kulliyyah ini oleh karena itu para ulama
mendefinisikan kaidah itu dengan kaidah aghlabiyyah (kaidah yang galib).
Kaidah ini berjumlah 40 buabh, yaitu:

Kaidah Pertama

) A )
REAEN TN PR

FAR

“Ijtihad itu tidak dapat dihapus dengan ijtihad yang lain.”

Dalam kaidah lain juga dikatakan,

° /‘"w 2 o0
dag Gz Y oslYl

P

“Ijtihad itu tidak dapat dihapus dengan ijtihad yang lain.”

Maksud dari kaidah ini adalah hasil keputusan ijtihad yang telah lalu
tidak bisa dihapuskan oleh keputusan ijtihad yang datang kemudian.”
Maksudnya adalah ijtihad masa lalu tidaklah berubah karena hasil ijti-
had baru dalam suatu kasus hukum. Hal ini disebabkan hasil ijtihad yang
kedua tidak berarti lebih kuat daripada hasil ijtihad yang pertama, kecuali

7 Muchlish Usman, Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fighiyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 144
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apabila ijtihadnya itu salah dan menyalahi sumber hukum.

Kaidah ini berkaitan juga dengan putusan-putusan hakim yang
didasarkan atas ijtihadnya apabila ia seorang mujtahid atau atas dasar ijti-
had orang lain apabila ia seorang mugallid.

Kaidah ini didasarkan ijma  bahwasanya saat menjabat khalifah,
Abu Bakar r.a. memutuskan sejumlah perkara hukum, kemudian Umar
r.a. berijtihad di dalam masalah yang sama berbeda dengan hasil ijtihad
Abu Bakar, namun ia tidak menggugurkan keputusan Abu Bakar. Hal ini
disetujui oleh para sahabat lainnya. Alasannya, kedudukan ijtihad yang
kedua tidak lebih kuat dari ijtihad pertama, dan pengguguran hasil ijti-
had yang kedua tidak lebih kuat dari ijtihad pertama, dan pengguguran
ijtihad pertama atas dasar hasil ijtihad yang kedua yang bertentangan
dengannya meniscayakan ketidakmapanan hukum dan ketidakbakuan
transaksi mereka. Hal ini tentunya membuat kesulitan dan kesukaran
manusia, atau mujtahid bertentangan dengan ketetapan nash syariat atau
ijma’ maka gugurlah keputusan hukum tersebut. Sebab nash tidak berada
dalam satu tingkatan dengan ijtihad namun berbeda pada tingkat yang
lebih tinggi dan lebih kuat.”®

Kaidah ini memberikan makna tersirat bahwa jika keputusan hukum
seorang hakim

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Seorang hakim dengan ijtihadnya menjatuhkan hukuman kepada
pelaku kejahatan dengan hukuman tujuh tahun, kemudian dalam
kasus yang sama, datang lagi pelaku kejahatan, tetapi hakim menjatuh-
kan hukuman penjara seumur hidup karena ada pertimbangan lain
dari sisi hakim yang berbeda dengan pertimbangan pada pelaku
pertama. Dengan demikian, bukan keadilannya yang berbeda, akan
tetapi keadaan dan pertimbangan hukumnya berbeda. Oleh karena itu,
hasil ijtihadnya berubah meskipun kasusnya sama, baik pembunuhan
maupun korupsi.”

Hukum hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena adanya
ijtihad yang kemudian, sehingga sahlah semua perbuatan yang ber-
dasarkan hasil ijtihad terdahulu, namun untuk perbuatan kemudian
hukumnya telah berubah dengan adanya hukum hasil ijtihad yang
baru. Yang demikian ini adalah karena:

a.  Nilai ijtihad adalah sama, sehingga hasil ijtihad kedua tidak lebih

kedua tidak lebih kuat dari hasil ijtihad pertama.

% Nash Farid, Qawa’id Fighiyyah, h. 22
% Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, h. 206-207
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b. Apabila suatu ketetapan hukum hasil ijtihad dapat dibatalkan
oleh hasil ijtihad yang lain, akan mengakibatkan tidak adanya
kepastian hukum. Dan tidak adanya kepastian hukum ini akan
mengakibatkan kesulitan dan kekacauan besar.

Berdasarkan kaidah ini, maka apabila suatu pengadilan telah
memutuskan hukum terhadap suatu peristiwa, kemudian pada kesem-
patan lain ada peristiwa yang sama, pengadilan tersebut memutuskan
hukum yang lain, maka hasil keputusan yang baru tidak mengubah
keputusan terdahulu, tetapi hanya berlaku pada peristiwa yang baru.

2. Seorang hakim berdasarkan ijtihad telah mengambil keputusan
dengan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Tetapi pada kesem-
patan yang lain dalam peristiwa yang sama dia mengambil keputusan
dengan menjatuhkan hukuman kurang dari 10 tahun. Maka dalam
hal ini keputusan yang baru tidak merusak keputusan yang terda-
hulu, artinya pelaku yang pertama tetap dihukum 10 tahun, dan
pelaku yang kedua tetap dihukum kurang dari 10 tahun.

3. Seorang sembahyang dengan menghadap suatu arah yang dianggap
kiblat, kemudian pada waktu masuk sembahyang berikutnya beru-
bah anggapannya tentang kiblat, maka dia harus menghadap arah
yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadla salatnya yang
pertama.

4. Seseorang yang ijtihadnya telah menentukan sucinya salah satu dari
bejana kemudian menggunakannya dan meninggalkannya, kemu-
dian berubah anggapannya, maka tidak boleh melakukan seperti
anggapan yang kedua, tetapi harus tayamum.

5. Apabila dalam menentukan arah kiblat, ijtihad pertama tidak sama
dengan ijtihad kedua, maka digunakan ijtihad kedua. Sedangkan ijti-
had pertama tetap sah sehingga tidak memerlukan pengulangan pada
rakaat yang dilakukan dengan ijtihad pertama. Dengan demikian,
seseorang mungkin saja melakukan salat empat rakaat dengan meng-
hadap arah yang berbeda pada setiap rakaatnya.

6. Ketika seorang hakim berijtihad untuk memutuskan hukum suatu
perkara, kemudian ijtihadnya berubah dari ijtihad yang pertama
maka ijtihad yang pertama tetap sah (tidak rusak).

Catatan, rusak keputusan ijtihad seorang hakim apabila berlawanan
dengan nash atau ijma’ atau qiyas jaly, atau menurut al-Iraqy, berlawa-
nan dengan kaidah-kaidah yang kulli, atau menurut ulama-ulama Hanafi,
hukumnya tidak berdasarkan suatu dalil.
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Kaidah Kedua

el e pldly I mazan! 13)

“Manakala halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram.”

Menurut kaidah ini, apabila ada dua dalil yang bertentangan dengan
suatu masalah; ada yang menghalalkan ada yang mengharamkan karena
lebih ihtiyath (sikap hati-hati). Kaidah ini mengandung arti meninggalkan
perbedaan yang haram harus dilakukan, misalnya dalam hal makanan,
yang menjadi percampuran antara yang halal dan yang haram, makanan
tersebut dianggap haram.'®

Ulama mendasarkan kaidah ini pada suatu hadis:

sz 0
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“Manakala berkumpul yang halal dengan haram, maka dimenangkan
yang haram”

Walaupun hadis di atas sanadnya daif, tetapi kaidahnya sendiri adalah
benar sesuai perintah agama, yaitu untuk selalu berhat-hati, yakni upaya
preventif sebelum terjadi pelanggaran yang lebih berat. Demikian pula
apabila dua dalil bertentangan yang satu mengharamkan, dan yang lain
menghalalkan, maka didahulukan yang mengharamkan.

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Ketika sahabat Utsman bin Affan r.a. ditanya tentang hukum meng-
umpulkan dua orang wanita bersaudara, yang satu merdeka, yang
satu budak, yang keadaannya menurut ayat al-Nisa’:

,/,‘_’g sos 0 Soo,
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“Dan haram mengumpulkan (dalam perkawman) dan dua orang
wanita bersaudara”

Pertentangan antara dua hadis, yaitu:

° sor s

Y G5 b =) e

“Bagimu boleh berbuat sesuatu terhadap istrimu yang sedang haid
pada segala yang berada di atas kain pinggang.”

1% Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, h. 207
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“Perbuatlah segala sesuatu (terhadap istri yang sedang haid)
kecuali persetubuhan?”

Hadis yang pertama menunjuk kepada hukum haram istri yang
sedang haid berbuat sesuatu antara pusar dan lutut. Sedangkan hadis
yang kedua membolehkan berbuat segala sesuatu terhadap istri yang
sedang haid, kecuali bersetubuh.

“Apabila berlawanan antara yang mencegah dan yang mengharus-
kan, didahulukan yang mencegah.”

2. Orang yang junub kemudian mati syahid, maka yang lebih sah ia
tidak dimandikan. Bahkan apabila waktunya sempit atau airnya
kurang untuk kesempurnaan mandi, haram memandikannya.

Kaidah Ketiga

§ oSo, / or » S8
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“Memperselisihkan orang lain dan mengabazkan diri sendiri
dalam hal taat itu makruh, dan dalam hal lain adalah disukai”

Dalam kaidah ini, para ulama berselisih pendapat tentang: Pendapat
ulama pertama persis dengan pendapat di atas, yaitu makruh menga-
lahkan dalam masalah ibadah. Namun sebaliknya, sunah mengalahkan
selain dalam hal ibadah.

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Zayyan berjamaah dan telah mendapat shaf awal, kemudian
mempersilahkan Ramdha menempati shaf pertama, maka itu
hukumnya makruh. Ada yang berpendapat itsar dan perkara taat
itu hukumnya bukan makruh, tapi haram. Al-Suyuthi memberi-
kan perincian, apabila itsar itu meninggalkan perkara wajib, maka
hukumnya haram, dan apabila itsar itu berakibat meninggalkan pada
Sunnah atau melakukan makruh, maka itsar itu makruh.!®

' Imam Musbikin, Qawaid al-Fighiyah (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 117
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2. Mengutamakan orang lain adalah shaf, pertama dalam salat adalah
makruh. Mendahulukan orang lain dalam bersedekah daripada
dirinya, mendahulukan orang lain menutup aurat daripada dirinya
sendiri. Akan tetapi, dalam masalah-masalah keduniaan, mendahu-
lukan orang lain daripada orang lain sangatlah disenangi, misalnya
mendahulukan orang lain dalam membeli barang daripada dirinya.'*

Kaidah Keempat

§ .53
“Pengikut hukum tetap menjadi pengikut.”

Kata al-tabi’ (pengikut) adalah suatu yang wujudnya (keberadaan)
tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi tetap keberadaannya mengikuti
adanya sesuatu yang lain yang diikutinya, yaitu al-matbu’. Keberadaan
mengikuti itu karena salah satu dari empat kemungkinan berikut: 1)
karena ia menjadi juz (bagian) yang tidak mungkin (berbahaya) jika
dibagi, seperti kulit yang menempel pada hewan; 2) karena bagian yang
umumnya bersama, seperti mata cincin bersama cincinnya; 3) karena
sudah menjadi keharusan kebutuhannya, seperti sebuah kunci yang
harus ada bersama gemboknya; 4) pengikut itu seperti sebuah pohon atau
bangunan yang menempel di atas tanah.

Dalam tataran fikih, untuk mengetahui apakah tabi’ atau matbu
ialah dengan melihat pandangan atau persepsi umum. Dengan demikian,
pandangan umum pada kawasan tertentu sah-sah saja berbeda dengan
kawasan lain. Karena itu, bisa jadi orang Indonesia menganggap bahwa
barang A masuk kategori tabi’, akan tetapi ternyata tidak demikian
karena hal itu terjadi di Mesir. Bahkan mungkin bisa terjadi perbedaan
dalam suatu negara antarkota atau provinsi. Konsepsi ini berdasarkan
kaidah dasar fikih bahwa “segala sesuatu yang tidak memiliki batasan
secara syar’i, maka akan dikembalikan pada kebiasaan atau pandangan
umum.” Dengan begitu, status kategori tabi’ atau matbu’ notabenenya
tidak mempunyai batasan secara syar’i juga diserahkan kepada panda-
ngan umum. Namun perlu diingat kembali, sebagaimana telah dijelaskan
dalam kaidah kubra kelima tentang kaidah adat bahwa pandangan umum
itu akan mendapatkan justifikasi hukum hanya sepanjang tidak berse-
berangan dengan syariat Islam yang gahti.'®®

>

19 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 118
15 Abbas Arfan, 99 Kaidah Fikih, h. 226
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Maksudnya adalah sesuatu yang secara esensial mengikuti kepada

yang lain, maka hukumnya pun mengikut kepada yang diikuti itu. Sebab
pengikut ialah bagian dari sesuatu (seseorang yang diikuti), atau bagian
tersebut memiliki hubungan dengan proses terjadinya, seperti anggota
tubuh dari hewan, anak yang ada dalam perut ibunya, bulu-bulunya, dan

sebagainya.
Contohnya adalah:
1. Anak binatang dalam kandungan mengikuti induknya dalam tran-

saksi jual beli. Ia tidak dapat dijual atau dihibahkan secara terpisah
dari induknya.

Sumber air minum dan jalan masuk dalam tanah yang diperjualbeli-
kan sebagai item ikutan jika memang dijelaskan pada saat transaksi
sebab keduanya termasuk di antara hak bersama yang telah dikenal
luas. Bahkan menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Hanafi
keduanya tidak boleh dijual secara terpisah dari tanahnya.

Jika tanggungan orang yang berutang telah terbayar luas maka
bebaslah tanggungan orang yang menjaminnya.'*

I 55 Y ol

Setiap sesuatu yang berstatus sebagai pengikut (tabi’), secara
hukum harus mengikuti sesuatu yang diikuti (matbu’). Ia tidak
dapat berdiri sendiri atau mempunyai hukum tersendiri. Karena
keberadaannya disebabkan (bergantung) keberadaan yang lain, maka
ia (pengikut) seperti tidak ada, sehingga tidak perlu disendirikan
dalam hukum.'?

Contoh dari kaidah ini adalah: Apabila seseorang membeli
kambing, maka termasuk dalam kambing tersebut kulitnya. Termasuk
jika kambingnya dalam keadaan bunting, anak yang dikandungnya
juga termasuk yang dibeli.'*

1% Nashr Farid, Qawa’id Fighiyyah, h. 23
19 Abbas Farhan, 99 Kaidah Fikih, h. 227
1% Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, h. 92
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Kaidah Kelima
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“Kebijakan imam terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan
dengan kemaslahatan.”

Maksudnya bahwa setiap kebijakan pemimpin yang menyangkut hak-hak
rakyat harus memperhatikan maslahat secara keseluruhan, bukan
kemaslahatan perorangan atau kelompok saja. Kaidah ini mencakup
banyak persoalan kenegaraan (fikih siasah).

1.

Contohnya adalah:

Seorang pemimpin (imam) dilarang membagikan zakat kepada yang
berhak (mustahik) dengan cara membeda-bedakan di antara orang-
orang yang tingkat kebutuhannya sama.

Seorang pemimpin pemerintahan sebaiknya tidak mengangkat
seorang fasik menjadi imam salat. Karena walaupun salat di belakang-
nya tetap sah, namun hal ini kurang baik (makruh).

Seorang pemimpin tidak boleh mendahulukan pembagian harta
baitul mal kepada seorang yang kurang membutuhkannya dan
mengakhirkan mereka yang lebih membutuhkan.

Setiap kebijakan yang maslahat dan mendatangkan manfaat bagi
rakyat, maka haruslah direncanakan, diorganisasikan, dinilai, dan
dievalusi hasilnya dan kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang
mendatangkan kemudaratan dan kemafsadatan bagi rakyat haruslah
dihindarkan, disingkirkan, dan dijauhi. Dalam upaya pembangunan
misalnya membuat irigasi untuk petani, membuka lapangan kerja
yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan,
mengangkat pegawai yang amanat dan professional dan sebagainya.'"’

Kaidah Keenam

Y S Sos 3028
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“Hukuman-hukuman (had) itu bisa gugur karena syubhat.”

Seseorang dapat dikenakan hukuman had apabila telah jelas melaku-

kan pelanggaran, sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun syubhat yang

' Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 148
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dapat menggugurkan sanksi had ada tiga macam. Pertama, syubhat yang
berhubungan dengan fa’il (pelaku), disebabkan salah sangka si pelaku,
seperti mengambil harta orang lain yang dikira miliknya. Kedua, syubhat
karena perbedaan ulama (fi al-jihad), seperti Imam Malik yang memboleh-
kan nikah tanpa saksi, tetapi harus ada wali, sedangkan Abu Hanifah
membolehkan nikah tanpa wali, tetapi harus ada saksi. Ketiga, syubhat
karena fi al-mahal (tempat), seperti menyetubuhi istri yang sedang haid.'*

1.

Contoh dari kaidah ini adalah:

Seorang laki-laki tidak dikenai had ketika melakukan hubungan
seksual dengan wanita lain yang disangka istrinya (wathi syubhat).
Seseorang melakukan hubungan seks dalam nikah mutah, nikah
tanpa wali atau saksi atau setiap pernikahan yang dipertentangkan,
tidak dapat dikenai had sebab masih adanya perbedaan pendapat
antara ulama, sebagian membolehkan nikah mutah dan nikah tanpa
wali dan sebagian lagi berpendapat sebaliknya.

Orang mencuri barang yang disangka sebagai miliknya, atau milik
bapaknya, atau milik anaknya, maka orang tersebut tidak dikenai
had.

Kaidah Ketujuh
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“Orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan (kekuasaan).”

Maksudnya adalah orang yang merdeka kedudukannya tidak dikuasai

oleh pihak manapun, sebab ia tidak ada yang memiliki, berbeda dengan
hamba sahaya, secara otomatis ia menjadi tanggung jawab tuannya.

Kaidah Kedelapan

e

“Yang melingkupi suatu hukum sama dengan yang dilingkupi.”

Hal ini berkaitan dengan kehati-hatian, untuk menjaga hal-hal yang

syubhat agar tidak terjatuh kepada perkara yang haram.

1% Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, h.2018
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Harim bisa masuk ke wajib, haram, maupun yang makruh. Al-harim
yang masuk dalam wajib, meliputi masalah-masalah yang kepada kaidah
ma la yatimmu al-wajib, illa bihi wa huwa wajib. Seperti halnya memba-
suh tangan melebihi siku, atau membasuh kaki melampaui mata kaki atau
membasuh kepala dalam berwudu. Sedangkan tahrim yang berhubungan
dengan haram, seperti dilarang berjualan di teas masjid, sebab dianggap
masjid, karena bagian dari masjid tersebut. '

Menurut Imam Zarkasyi, harim berarti yang meliputi haram. Jadi
harim itu dapat diartikan dengan yang mengitari, yang melingkupi, dan
yang ada disekitarnya.

Kaidah Kesembilan
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“Manakala dua perkum dari satu jenis berkumpul/menyatu,
padahal tidak ada perbedaan maksud keduanya, maka pada galibnya,
satu di antara keduanya masuk pada yang lain.”

Kaidah ini mengandung maksud apabila dua perkara itu jenis dan
tujuannya sama, cukup dengan melakukan salah satunya.

Contoh dari kaidah ini adalah: Apabila berkumpul antara bersuci
karena haid dan bersuci karena hadas besar, cukup dengan sekali mandi.
Begitu juga apabila berkumpul pada hari ied dan Jumat, cukup sekali
mandi dan sunah untuk yang lainnya.'°

Kaidah Kesepuluh
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“Mengamalkan ucapan itu lebih utama daripada mengabaikannya.”
Suatu kalimat ada kalanya jelas dan ada kalanya tidak. Untuk kali-

mat yang jelas, tidak ada masalah, akan tetapi untuk kalimat yang tidak
jelas maksudnya, kalimat tersebut tidak boleh diabaikan atau lebih baik

1% Ahamad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 102
19 Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, h. 209
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mengamalkannya.

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Seseorang sedang sakit keras, dan ia berwasiat bahwa harta warisan-
nya akan diberikan kepada anaknya. Namun orang tersebut hanya
mempunyai cucu karena anaknya telah meninggal dunia, maka harta
warisannya itu adalah milik cucunya.'!

2. Jika seseorang bersumpah: “Saya tidak akan memakan buah dari
pohon kurma ini atau tepung ini”, maka ia berarti melanggar sumpah
jika sampai memakan roti (yang terbuat dari tepung).'

Kaidah Kesebelas
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“Budak mendapatkan sesuatu (hasil) disebabkan karena

keharusan mengganti kerugian atau hasil (manfaat itu diimbangi)
dengan tanggungan.”

Arti dasar al-kharaj dalam kaidah tersebut adalah sesuatu yang dike-
luarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon menge-
luarkan buah, atau binatang mengeluarkan susu, sedangkan al-dlamam
adalah ganti rugi.

Pengertian yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa jika sesuatu
berada dalam jaminan atau tanggungan seseorang. Maka hasil yang dike-
luarkan merupakan hak orang tersebut selama berada dalam tanggun-
gannya. Namun dengan syarat bahwa jaminan atau tanggungan tersebut
harus masuk dalam kepemilikan. Inilah kesepakatan para ulama.'?

Contoh dalam kaidah ini adalah: Misalnya seekor binatang dikem-
balikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh
meminta bayaran atas penggunaan binatang sebab penggunaan binatang
sudah menjadi hak pembeli."*

""" Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, h.210
"2 Nashr Farid, Qawa’id Fighiyyah, h. 23

'3 Ibid., h. 25

14 Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, h. 210
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KAIDAH-KAIDAH
YANG DIPERTIMBANGKAN

Walaupun sebagai asas bagi pengadilan hukum-hukum Islam dan sebagian
petunjuk operasional bagi pengadilan hukum tersebut, kaidah itu tidak
berdiri sendiri. Kaidah harus diasumsikan dari adalat al-ahkam yang kuat
serta ditopang oleh piker yang sehat sehingga kaidah yang tercipta benar-
benar mewakili dari nash yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis.

Sebaliknya, jika kaidah itu tidak dapat. Macam-Macam Kaidah
ghairu asasiyah yang mukhtalaf fiha beserta contohnya. Abdurrahman
al-Suyuthi dalam al-Asybah Wa Nadhair menyebutkan 20 (dua puluh)
kaidah yang diperselisihkan, yaitu:

Kaidah Pertama

6 ~08 6 . . o3 8,08 0808 8.5
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“Salat Jumat itu merupakan salat Zuhur yang diringkas
ataukah salat tersendiri?”

Pendapat pertama bahwa salat Jumat merupakan salat Zuhur yang
diringkas, sedangkan pendapat kedua adalah salat Jumat merupakan salat
tersendiri.

Contohnya, dapatkah salat Jumat dijamak dengan salat Asar?
Menurut pendapat pertama yaitu boleh. Sedangkan pendapat kedua yaitu
tidak memperbolehkan.

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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Dalam lafaz lain
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“Salat Jumat merupakan salat Zuhur yang dipersingkat
ataukah salat sebagaimana mestinya.”**

Menanggapi kaidah tersebut ada dua macam pendapat:

1. Salat Jumat sebagai salat Zuhur yang diringkas, karena itu orang yang
sedang bepergian boleh menjamak Jumat dengan Asar, baik jamak
taqgdim maupun jamak ta’khir.

2. Salat Jumat sebagai keadaan salat Jumat sendiri bukan merupakan
salat yang lain, karena itu niatnya harus niat salat Jumat bukan salat
Zuhur.

Apabila salat Jumat diniati dengan salat Zuhur yang diringkas, maka
menurut hakikatnya sudah sah, tetapi menurut fungsinya tidak sah,
karena niat itulah sebenarnya yang membedakan setiap amalan.'®

Kaidah Kedua
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“Salat (makmum) di belakang imam yang berhadas dan tidak diketahui
kondisi itu, jika salatnya diketahui sah, apakah sahnya itu karena salat
jamaah ataukah karena salat sendirian?

Pendapat pertama adalah salat itu merupakan salat jamaah, sedang-
kan pendapat kedua adalah salat itu dihitung sebagaimana salat sendirian.

Contohnya bagaimanakah seseorang yang makmum kepada orang
lain yang hadas, jika salatnya itu salat Jumat? Menurut pendapat pertama
mengatakan bahwa salatnya sah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan
bahwa salatnya tidak sah.

Jika seorang imam menjadiimam dalam salat dan jumlah jamaah sudah
cukup walaupun dikurangi imam, sedang imam dalam keadaan berhadas,

'8 Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadhair (Indonesia: Dar al-Thya; t.t.), h. 109
!4 Abu bakar B. Abu Qosim al-Ahdal, al-Fara’id al-Bahiyah Risalah Qawa’id Figh, terj. Muhammad
Adib Bisri (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 72
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maka salat jamaahnya dianggap sah, karena itu mereka semua mendapat
pahala jamaah. Jika imam lupa bahwa ia berhadas atau makmumnya lupa
bahwa imamnya berhadas, kemudian dalam salat itu ia ingat dan memi-
sahkan diri dari jamaah sebelum salam, jika makmum menginginkan salat
jamaah maka ia harus sujud sahwi karena lupanya imam, bukan karena
kelupaan dirinya.

Kaidah Ketiga
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“Barang siapa yang melakukan perbuatan dengan membatalkan perbuatan

fardu, bukan perbuatan sunah, di awal atau di tengah-tengah perbuatan

fardu, maka perbuatan fardunya menjadi batal, tetapi apakah perbuatan
itu menjadi perbuatan sunah ataukah batal secara keseluruhan?”

o -

o

e\

Pendapat pertama adalah salatnya menjadi sunnah, sedangkan
pendapat kedua adalah salatnya batal sama sekali.

Contohnya, seseorang sedang salat Asar sendirian. Baru mendapat
dua rakaat, ia mendengar atau melihat orang-orang lain hendak menger-
jakan salat jamaah Asar. Ia lalu salam dan menghentikan salatnya agar
bisa mengikuti jamaah.

Menurut pendapat pertama yaitu salat yang dua rakaat tersebut
menjadi salat sunnah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa
salat dua rakaat itu batal sama sekali.

Kaidah tersebut menimbulkan dua pendapat, yaitu:

1. Bila seorang melakukan salat fardu sendirian, kemudian ada salat
jamaah dan karena ingin mengikuti salat jamaah, maka ia salam
setelah dua rakaat, maka salatnya tetap sah, dan salatnya berstatus
salat sunnah.

2. Bila seorang telah melakukan takbiratul jhram untuk salat fardu
sebelum masuknya waktu atau karena ia membatalkan salat fardunya
untuk ditukarkan kepada fardu yang lain, tau untuk berpindah
kepada salat sunnah tanpa sebab, maka salatnya dianggap tidak sah.

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.
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Kaidah Keempat
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“Nazar itu apakah berlaku sebagaimana wajib ataukah jaiz?”

Pendapat pertama adalah sebagaimana wajib, sedangkan pendapat
kedua adalah berlaku jaiz.

Contohnya, Seseorang melakukan puasa nazar, haruskah ia niat di
waktu malam seperti dalam puasa fardu? Menurut pendapat pertama
yaitu harus niat di waktu malam seperti dalam puasa fardlu. Sedangkan
pendapat kedua mengatakan bahwa boleh niat di waktu pagi.

Hukum sebagaimana yang tersebut di atas, mengecualikan nazar
melakukan hal-hal yang mempunyai dua sifat, seperti nazar membaca
Fatihah di dalam salat. Membaca Fatihah dalam salat hukumnya tetap
wajib meskipun tidak dinazari. Hanya saja apabila membaca Fatihah
dalam salat itu dinazari, maka orang yang nazar wajib niat membaca
Fatihah tersebut. Jadi jika tidak nazar, maka membacanya wajib tetapi
tidak harus niat membaca. Sedangkan jika nazar, maka membacanya
wajib dan wajib pula niat membacanya.

P o s oA s S b o0 8 oa
“Realisasi nazar, apakah apakah dilakukan seperti mengerjakan peker-
jaan wajib, ataukah pekerjaan jaiz.”

Kaidah tersebut menimbulkan dua pendapat, yaitu:

1. Dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah wajib, misalnya; nazar salat,
puasa maupun kurban, maka salat, puasa, ataupun kurban itu harus
dilakukan sebagaimana pekerjaan wajib. Kalau salat harus berdiri,
tidak boleh duduk bila kuasa, puasanya harus berniat di malam hari,
tidak boleh siang hari seperti puasa sunah, sedang kurbannya harus
hewan yang cukup umur serta tidak cacat.

2. Dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah jaiz, seperti memerdeka-
kan budak, sehingga boleh memerdekakan budak kafir atau budak
cacat.
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Kaidah Kelima
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“Apakah yang dihitung itu sighatnya akad atau maknanya?”

Terdapat dua pendapat yaitu qaul yang pertama mengatakan bahwa
yang dihitung itu hanya sighatnya saja bukan maknanya. Sedangkan qaul
yang kedua mengatakan bahwa yang dihitung adalah maknanya.

Contohnya, Khalid memberi uang kepada Umar dengan janji supaya
Umar memberi pakaian kepada Khalid. Menurut qaul yang pertama
menjadi akad hibah. Namun menurut qaul yang kedua akadnya menjadi
akad jual beli.

Misalnya ada orang yang mengadakan transaksi dengan berkata “saya
beli bajumu dengan syarat-syarat demikian dengan harga sekian” kemu-
dian penjual menjawab “iya jadi’, jika melihat akadnya bentuknya jual
beli, namun jika melihat maknanya merupakan akad salam (pesanan).
Demikian juga jika orang berkata “saya jual bajuku padamu” tanpa
menyebutkan harganya. Bila dilihat dari maknanya berarti hibah, tetapi
sudut lafalnya berarti jual beli. Bila hibah maka diperbolehkan tetapi jika
dipandang jual beli, maka merupakan jual beli yang fasid (rusak).

Kaidah Keenam

<0 P05 N - S, 0l Foro

SIATS L@ Al JA uaju bl o

“Barang yang dipinjam untuk gadai, apakah layak
sebagai jaminan ataukah sebagai pinjaman?”

Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu qaul yang pertama menga-
takan bahwa barang yang dipinjam untuk digadaikan itu dimenangkan
dhoman. Sedangkan qaul yang kedua mengatakan bahwa barang yang
dipinjam untuk digadaikan itu dimenangkan aspek ariyyah.

Contoh Zahid meminjam jam tangan kepada Umar dan ia berkata:
Pak Umar, saya meminjam jam tangan Anda untuk saya gadaikan kepada
Khalid. Setelah jam tangan itu ditangan umar, dan sudah digadaikan
kepada Khalid, tiba-tiba rumah Khalid dibobol pencuri dan jam tangan
tersebut hilang.
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Menurut qaul yang pertama yang mengatakan memenangkan
dhoman, jam tangan itu tidak wajib diganti. Zahid tidak wajib mengganti
dan Khalid juga tidak wajib mengganti jam tangan yang hilang tersebut.
Akan tetapi, menurut qaul yang kedua yaitu Zahid wajib mengganti jam
tangan yang dipinjam dan hilang ditangan Khalid itu.

Barang pinjaman untuk jaminan gadai dipegang oleh pemberi gadai,
apakah yang mempunyai barang tersebut boleh meminta kembali? Kalau
barang tersebut dianggap sebagai pinjaman, maka dapat kembali atau
diambil, sedang jika sebagai jaminan maka tidak dapat diminta kembali
kecuali sudah dilunasi utangnya. Demikian juga jika barang itu rusak,
maka pihak gadai harus mengganti, jika sebagai pinjaman, tetapi tidak
wajib mengganti, jika sebagai jaminan.

Kaidah Ketujuh
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“Apakah hawalah itu merupakan jual beli
ataukah kewajiban yang dipenuhi?”

Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu qaul yang pertama
mengatakan bahwa hawalah sebagai jual beli. Sedangkan qaul yang kedua
mengatakan bahwa hawalah sebagai utang.

Contoh Rais melemparkan utangnya kepada Umar dan dia pun
melempar lagi kepada Khalid. Transaksi disebut jual beli atau memba-
yar utang. Qaul jual beli, berarti ada khiyar, tapi jika dianggap membayar
utang tidak mengenal khiyar?

Menurut qaul yang pertama yaitu tetap terdapat khiyar. Sedangkan
qaul yang kedua mengatakan bahwa terdapat khiyar.

Jika hawalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, maka tidak
ada khiyar baginya (pilihan untuk ditangguhkan), namun bila dianggap
jual beli maka ia berlaku persyaratan-persyaratan sebagaimana jual beli,
yakni bila ada cacatnya dapat dikembalikan, atau bila tidak senang dapat
dikembalikan kembali (khiyar majelis), namun apabila sebagai istifa’
maka tidak ada persyaratan tersebut.
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Kaidah Kedelapan
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“Pembebasan utang, apakah sebagai pengguguran utang,
ataukah merupakan pemberian untuk dimiliki?”

Terdapat dua pendapat yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa
ibra’ itu menggugurkan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa
ibra’ itu menjadikan kepemilikan.

Contohnya seorang anak memiliki utang kepada bapaknya kemu-
dian bapak meng-ibra-kan atau membebaskan atas utang anaknya.
Pertanyaannya apakah bapak boleh rujuk (mencabut ucapannya yang
berarti tidak jadi meng-ibra’-kan) atau tidak boleh. Menurut pendapat yang
pertama bapak tidak boleh rujuk atau mencabut ucapannya. Sedangkan
menurut pendapat yang kedua bapak boleh saja rujuk atas ucapannya.

Pembebasan utang yang tidak diketahui jumlah utangnya oleh orang
yang membebaskan, maka yang lebih sah adalah pemberian untuk dimi-
liki dan tidak sah penggugurannya, sedangkan kalau pemberi membe-
baskan dengan mengetahui jumlah uangnya, maka yang lebih sah dengan
isqath (pengguguran). Demikian juga pembebasan utang dari salah satu
orang, maka yang lebih sah adalah pemberian untuk dimiliki (tamlik) dan
jika ibra™-nya dikaitkan dengan sesuatu (tempat atau keadaan) maka yang
sah adalah tamlik, jika disyaratkan adanya qabul maka yang sah dengan
isqath, sedang tamlik tidak disyaratkan adanya qabul.

Kaidah Kesembilan
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“Iqalah adakah itu merupakan pembatalan jual-beli
ataukah merupakan jual-beli (kedua kalinya)?”

4

Iqalah dan fasakh menurut artinya sama, akan tetapi menurut
pandangan fikih dari segi penggunaannya fasakh artinya membatalkan
persetujuan, sedangkan igalah artinya meninggalkan sebuah transaksi.

Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu pendapat pertama menga-
takan bahwa itu berarti fasakh. Sedangkan pendapat kedua mengatakan
bahwa itu berarti bai.

Dr. Agus Hermanto, M.H.L.

11



12

Contohnya, seorang muslim A membeli budak kafir B dari seorang
kafir C. Setelah selesai akad, budak B tersebut masuk Islam. Kemudian
seorang muslim A menyatakan bahwa ia tidak jadi membeli atau igalah.

Jika hal ini berarti fasakh atau merusak akad, maka igalah boleh.
Akan tetapi jika dianggap sebagai bai’ atau penjualan kembali, maka
iqalah tidak boleh karena seorang muslim yang menjual budak muslim
kepada orang kafir itu tidak diperbolehkan.

Contoh lainnya seseorang membeli budak kafir dari penjual kafir,
kemudian budak tersebut menjadi muslim dan penjual menghendaki
igalah. Kalau igalah itu dipandang sebagai jual-beli maka dianggap
sah seperti mengembalikan barang pembelian karena adanya cacat.
Sedangkan kalau igalah dianggap sebagai fasakh (pembatalan) maka
tidak perlu adanya ijab qabul, sedangkan jika dianggap jual beli maka
memerlukan ijab qabul baru.

Kaidah Kesepuluh
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Mas kawin yang sudah ditentukan dan masih dalam genggaman suami

yang belum diterima oleh istri, hal itu merupakan barang yang dijamin
oleh suami berdasarkan akad ataukah dijamin sebagai barang
yang diambil dari tangan istri?”

Artinya, mas kawin kalau dianggap sebagai barang yang dijamin akad
maka tidak sah untuk dijual sebelum diterima, sedangkan kalau dianggap
hak milik istri maka boleh dijual walaupun barangnya masih di suaminya.
Demikian juga jika mas kawin yang ditangan suami itu rusak atau hilang,
maka harus diganti sesuai dengan mas kawin misil istri, karena jaminan
berdasarkan akad. Tetapi kalau dianggap sebagai barang yang diambil dari
tangan istri maka harus diganti persis seperti wujud semula atau seharga
mabhar itu.

Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu pendapat pertama menga-
takan bahwa ditanggung dengan dlaman akad. Sedangkan pendapat
kedua mengatakan bahwa ditanggung dengan madlmun yad.

Contohnya, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan
dan mas kawin yang telah dinyatakan emas seberat 20 gram. Akan tetapi
sampai satu tahun emas tersebut belum diberikan kepada istri. Lalu
siapakah yang harus mengeluarkan zakat atas mas kawin tersebut, suami
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ataukah istri?

Menurut pendapat pertama, maka pihak istri tidak wajib mengeluar-
kan zakat atas mas kawin tersebut. Sedangkan menurut pendapat kedua,
maka istri wajib mengeluarkan zakat atas mas kawin tersebut.

Kaidah Kesebelas
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“Thalaq raj’i apakah itu merupakan pemutusan nikah atau tidak?”

Seandainya suami menggauli istri dalam masa iddahnya, kemudian
baru merujuknya, maka wajib membayar mahar menurut pendapat yang
menyatakan rujuk termasuk memutus pernikahan, dan kalau suami
meninggal, istri tidak boleh memandikannya menurut pendapat yang
absah, tetapi menurut pendapat yang kedua boleh memandikannya
sebagaimana masih suami istri. Bila hal itu dianggap putus maka beraki-
bat haram melihat aurat, dan bergaul dengan istri, namun jika dianggap
tidak putus, maka berakibat wajib memberi nafkah, mempunyai hak
waris. Menilai kaidah tersebut, maka muncul pendapat ketiga, yaitu talak
raj’i masih mauquf sampai habis masa iddahnya.

Kaidah Kedua Belas
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“Zihar itu apakah selayaknya serupa dengan talak
ataukah serupa dengan sumpah?”

Misalnya ada seorang yang menzihar (menyamakan punggung istri
dengan punggung ibunya) empat istrinya dengan satu kalimat. Misalnya
‘engkau semua seperti punggung ibuku” Jika ia ingin kembali pada
istrinya ia harus membayar empat kafarat karena diserupakan dengan
talak, tetapi jika lebih diserupakan dengan sumpah maka cukup memba-
yar satu kafarat, yakni kafarat sumpah. Jika diserupakan dengan talak
maka boleh dengan lisan atau tulisan, tetapi jika dengan sumpah maka
harus dengan lisan.
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11.
APLIKASI KAIDAH
TERHADAP MASALAH KONTEMPORER

Hukum Bayi Tabung

Adabeberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bayi tabung.
Menurut Mahmud Syaltut, apabila sperma laki-laki tersebut dibuah-
kan kepada rahim istrinya, maka itu merupakan perbuatan yang sesuai
dengan hukum dan syariat yang menghargai masyarakat manusia yang
utama, dan perbuatan tersebut dibenarkan, sehingga tidak berdosa dan
anaknya pun merupakan anak sah secara hukum. Tapi apabila perbuatan
tersebut dilahirkan pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai ikatan
perkawinan, maka hal itu tidak diragukan lagi melemparkan manusia
ke dalam lingkungan binatang dan tumbuhan. Mencampakkan derajat
kemanusiaan dan derajat kemasyarakatan.'*

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Thohari Muslim, haram
mengikuti program bayi tabung, kecuali jika sperma yang diproses milik
suami istri, dikeluarkan denga cara yang halal, dimasukan pada rahim
istri bukan wanita lain.""

Hamdi Zaqzuq melarang bayi tabung dengan mengatakan, kelahiran
manusia yang pada awalnya bersifat naturalistik, lalu kelahiran tersebut
menjadi bersih menjadi kelahiran yang menjadi proses eksperimen, maka
akan disalahgunakan oleh orang-orang yang menyalahgunakan agama.'

%0 Aziz Musthafa dan Imam Musbukin, Kloning Manusia Abad XXI: Antara Harapan, Tantangan dan
Pertentangan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 16

'*! Thari Muslim Dewan Pengurus LBM PPL, Kang Santri (Kediri: Lirboyo Press, 2009), h. 350

'*> Mahmud Hamdi Zaqzugq, Reposisi Islam Era Globalisasi, terj. Oleh Abdullah Ahkam Syah (Yogyakar-
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Keputusan Muktamar NU tahun 1981, hukum memproses bayi
tabung ditafsilkan sebagai berikut:

1. Apabila mani yang ditabung atau dimasukkan ke dalam rahim wanita
tersebut ternyata bukan mani suami istri, maka hukumnya haram.

2. Apabila mani yang ditabung tersebut adalah mani suami istri, akan
tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga
haram.

3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara menge-
luarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim
istrinya sendiri, maka hukumnya boleh.'**

Dijelaskan dalam suatu hadis yang mengatakan:

P g
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“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan
bahaya bagi orang lain”

Dijelaskan juga dalam kaidah fikih:

G|
“Kesulitan dapat dihindarkan (dengan agama).”

Untuk mencegah agar suami istri tidak lagi mengalami kesulitan
akibat tidak hamil dengan cara senggama, maka perlu ditolong oleh
dokter ahli, dengan cara inseminasi buatan bayi tabung, yang diambil dari
zat sperma dan ovum suami istri yang sah. Dan sebaliknya, jika bersum-
ber dari orang lain maka tergolong berzina.'>

Dijelaskan dalam kaidah lain, yaitu:
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“Kebutuhan (kesulitan) menduduki posisi darurat dan kondisi darurat
menghilangkan sesuatu yang diharamkan”

ta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 96

1% Mani muhtaram ialah mani yang keluar /dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh syara. Sedang-
kan mani tidak muhtaram adalah selain yang tersebut di atas. Tentang anak yang dari mani tersebut
dapat ilhaq atau tidak kepada pemilik mani, terhadap khilaf, menurut Ibnu Hajar dan Imam Ram-
li. Menurut Imam Ibnu Hajar, tidak bisa ilhaq kepada pemilik mani secara mutlak (baik keluarnya
mani tersebut muhtaram atau tidak), sedangkan menurut Imam Ramli, anak tersebut bisa ilhag kepada
pemilik mani, bila mani tersebut keluarnya termasuk muhtaram.

3¢ Al-Suyuthi, al-Asybah wa Nadzair fi al-Furu’ (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 59

1** Mahjuddin, Masa’il al-Fighiyyah, h. 15
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Dijelaskan dalam surah al-Isra’ ayat 70:
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“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang
baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Dijelaskan dalam surah al-Tin ayat 4:

“Sesungguhnya Kami telah menaptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya.”

Dijelaskan dalam suatu hadis nabi yang bebunyi:

o;\/s: /C;; ;:—L: uﬂwA d\fY\ C)J\) aNL w «:—/y Jﬁy

“tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir
menyiramkan air maninya (spermanya) pada tanaman orang lain (vagina
istri orang lain).”

Dijelaskan dalam tafsir Al-Quran al-Adhim, sebagaimana dijelaskan
dalam suatu hadis:

o b ;I;;mm&mdwdu duwmsﬂuﬂuu\f
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Dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata, Rasulullah saw. Bersabda: “tidak
ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada mani yang tertaruh seorang
laki-laki (berzina) di dalam rahim seorang perempuan yang tidak halal
baginya.”">

Dijelaskan juga dalam kitab Hikmah Tasyri’ wa Falsafatuh, barang
siapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari kiamat, maka janganlah
sekali-kali berzina dengan istri saudaranya.'”’

¢ Tbnu Katsir, Tafsir al-Quran al-Adzim (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), juz ke-3, h. 50
17 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hukmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh (Baitut: Dar al-fikr, 1998), juz ke-2, h. 25
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Dijelaskan pula dalam Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin,
seandainya ada seorang wanita melahirkan seorang anak yang diketa-
hui bukan berasal dari suaminya, beserta kemungkinan berasal darinya,
maka si suami itu harus menafikannya, karena tidak adanya penafian ini
mengandung unsur menemukan nasab anak itu kepadanya. sementara
menemukan nasab anak yang tidak berasal darinya itu haram.'*

Dijelaskan juga dalam kitab Tuhfah al-Habib ala Syarh al-Katib,
bahwa kesimpulannya adalah bahwa yang disebut dengan mani muhtaram
(terhormat/tidak haram) itu adalah kondisi keluarnya saja, sebagaimana
yang diyakini oleh Imam Ramli, walaupun tidak muhtaram ketika masuk.
Maka seorang wanita wajib beriddah dengan sebab masuknya mani terse-
but bila ia tertalak sebelum bersetubuh, menurut pendapat muktamad.
Berbeda dengan Ibnu Hajar, sebab beliau mempertimbangkan mani
tersebut muhtaram dalam dua kondisi (saat keluar dari si laki-laki dan
saat masuk pada rahim si perempuan).'”

Dijelaskan dalam kitab al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Iktishar juga bahwa
faedah seandainya seorang laki-laki mengeluarkan spermanya (beronani)
dengan tangan istri atau budak wanitanya, hal tersebut boleh.'*

Hukum Keluarga Berencana

KB dalam arti sebuah program nasional untuk membatasi jumlah popu-
lasi penduduk (tahdid al-nasl), hukumnya haram. Tidak boleh ada
sama sekali ada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah yang
membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga. KB sebagai program
nasional tidak dibenarkan secara syariat karena bertentangan dengan
akidah Islam, yakni ayat-ayat yang menjelaskan jaminan rezeki dari Allah
untuk seluruh makhluknya. Allah Swt berfirman:

QL,,,,», “,,;;W/Lg_;))‘w\&cY\uo)Y\ ‘3‘.‘ u*fu}

“Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah
yang memberi rezekinya.” (QS Hud: 6.)

KB dalam arti pengaturan kelahiran yang dijalankan oleh individu
(bukan dijalankan karena program negara) untuk mencegah kelahiran

'8 Jalaluddin al-Mabhalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa ‘Uma-
irah (Indonesia: Dar al-Thyah al-arabiyyah, t.t.), juz. Ke-4, h. 32

1% Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Tuhfah al-Habib ala Syarh al-Khatib (Mesir: Musthafa
al-Halabi, 1951), juz ke-4, h. 31

1 Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar (Beirut: Dar
Thya’ al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), juz ke-1, h. 478
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(man’u al-hamli) dengan berbagai cara dan sarana, hukumnya mubah,
bagaimanapun juga motifnya. Dalil kebolehannya antara lain hadis dari
sahabat Jabir r.a. yang berkata, “Dahulu kami melakukan ‘azl (senggama
terputus) pada masa Rasulullah saw., sedangkan Al-Quran masih turun.”
(HR Bukhari). Namun kebolehannya disyaratkan tidak adanya bahaya
(dlarar).

Kebolehan pengaturan kelahiran juga terbatas pada pencegahan
kehamilan yang temporal (sementara), misalnya dengan pil KB dan
kondom. Adapun pencegahan kehamilan yang permanen (sterilisasi),
seperti vasektomi atau tubektomi, hukumnya haram. Sebab Nabi saw.
telah melarang pengebirian (al-ikhtisha’), sebagai teknik mencegah
kehamilan secara permanen yang ada saat itu.

Ini adalah persoalan yang muncul sekarang, dan banyak pertanyaan
muncul berkaitan dengan hukum KB ini. Persoalan ini telah dipelajari oleh
Haiah Kibaril Ulama (Lembaga di Saudi Arabia yang beranggotakan para
ulama) di dalam sebuah pertemuan yang telah lewat dan telah ditetap-
kan keputusan yang ringkasnya adalah tidak boleh mengonsumsi pil-pil
KB untuk mencegah kehamilan. Karena Allah Swt. mensyariatkan untuk
hamba-Nya sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan dan memper-
banyak jumlah umat. Rasulullah saw. bersabda. “Nikahilah wanita yang
banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba
dalam banyak umat dengan umat-umat yang lain di hari kiamat (dalam
riwayat yang lain: dengan para nabi di hari kiamat).” (HR Abu Daud.)

Karena umat itu membutuhkan jumlah yang banyak, sehingga
mereka beribadah kepada Allah Swt., berjihad di jalan-Nya, melindungi
kaum muslimin dengan ijin Allah Swt., dan Allah Swt. akan menjaga
mereka dan tipu daya musuh-musuh mereka. Maka wajib untuk mening-
galkan perkara ini (membatasi kelahiran), tidak membolehkannya dan
tidak menggunakannya kecuali darurat. Jika dalam keadaan darurat maka
tidak mengapa, seperti: Sang istri tertimpa penyakit di dalam rahimnya,
atau anggota badan yang lain, sehingga berbahaya jika hamil, maka tidak
mengapa menggunakan KB untuk keperluan ini. Demikian juga, jika
sudah memiliki anak banyak, sedangkan istri keberatan jika hamil lagi,
maka tidak terlarang mengkonsumsi pil-pil KB dalam waktu tertentu,
seperti setahun atau dua tahun dalam masa menyusui, sehingga ia merasa
ringan untuk kembali hamil, sehingga ia bisa mendidik dengan selayaknya.

Adapun jika penggunaannya dengan maksud berkonsentrasi dalam
berkarier atau supaya hidup senang atau pencegah kehamilan karena
takut banyak anak, atau karena harus memberikan tambahan belanja
dan hal-hal lain yang serupa dengan itu, sebagaimana yang dilakukan
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kebanyakan wanita zaman sekarang, maka hal itu tidak boleh”” Para ulama
telah menegaskan bahwa memutuskan keturunan sama sekali adalah
haram, karena hal tersebut bertentangan dengan maksud Nabi mensyari-
atkan pernikahan kepada umatnya, dan hal tersebut merupakan salah satu
sebab kehinaan kaum muslimin. Karena jika kaum muslimin berjumlah
banyak, maka hal itu akan menimbulkan kemuliaan dan kewibawaan bagi
mereka. Karena jumlah umat yang banyak merupakan salah satu nikmat
Allah Swt. kepada Bani Israil.

Kenyataan pun menguatkan pernyataan di atas, karena umat yang
banyak tidak membutuhkan umat yang lain, serta memiliki kekuasaan
dan kehebatan di depan musuh-musuhnya. Maka seseorang tidak boleh
melakukan sebab/usaha yang memutuskan keturunan sama sekali,
kecuali dikarenakan darurat, seperti Seorang Ibu jika hamil dikhawa-
tirkan akan binasa atau meninggal dunia, maka dalam keadaan seperti
inilah yang disebut darurat, dan tidak mengapa jika si wanita melakukan
usaha untuk mencegah keturunan. Inilah dia uzur yang membolehkan
mencegah keturunan, juga seperti wanita tertimpa penyakit di rahimnya,
dan ditakutkan penyakitnya akan menjalar sehingga akan menyebabkan
kematian, sehingga rahimnya harus diangkat, maka tidak mengapa jika
menggunakan KB.

Seorang istri boleh menggunakannya untuk mencegah kehamilan
dikarenakan. Adanya penyakit yang membahayakan jika hamil dia mela-
hirkan dengan cara yang tidak normal bahkan harus melakukan operasi
jika melahirkan dan bahaya-bahaya lain yang serupa dengan hal terse-
but. Maka dalam keadaan seperti ini boleh baginya mengkonsumsi pil
pencegah hamil, kecuali jika ia mengetahui dari dokter spesialis bahwa
mengonsumsinya membahayakan si wanita dari sisi lain.

Dewasa ini banyak sekali masyarakat yang ingin memiliki kelu-
arga yang sejahtera. Salah satu cara yang mereka tempuh itu dengan
memperkecil jumlah anak sehingga mereka merasa cukup dan sejahtera
dengan keluarga kecil mereka. Adapun faktor ekonomi yakni banyak
masyarakat yang merasa jika banyak anak maka kebutuhan ekonomi
mereka meningkat sehingga mereka harus bekerja keras lagi. Maka dari
itu mulai muncul anggapan orang untuk melakukan program keluarga
berencana yang memang merupakan salah satu program pemerintah.

Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehami-
lan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Adapun menurut
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa
Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan
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usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindu-
ngan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan
keluarga berkualitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992
Pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga berencana adalah upaya
peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pende-
wasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan
keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan kelu-
arga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Namun dalam Islam, keluarga berencana menjadi persoalan yang
polemik karena ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa keluarga
berencana dilarang tetapi ada juga ayat Al-Quran yang mendukung
program keluarga berencana. Dalam Al-Quran dicantumkan beberapa
ayat yang berkaitan dengan keluarga berencana, di antaranya:

QLD 2gle Lis W 55 daals 50 155 5 Gall 25505
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“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan
yang benar? (QS al-Nisa™ 9.)
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“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua
orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah
yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah
kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu?” (QS Lukman: 14.)
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“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (keba-
hagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana
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Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan
di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berbuat kerusakan.” (QS al-Qashash: 77.)

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas menunjukkan bahwa Islam mendukung
adanya keluarga berencana karena dalam QS al-Nisa’: 9 dinyatakan bahwa
“hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mening-
galkan di belakang mereka anak-anak yang lemah” Anak lemah yang
dimaksud adalah generasi penerus yang lemah agama, ilmu, pengetahuan
sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sakinah.

Pandangan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsi-
pil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan
keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang
tangguh sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan
kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah
manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudaratan. Bila dilihat dari
fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mence-
gah kemudaratan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga
Berencana (KB) yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan/
penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas
kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepen-
tingan (maslahat) keluarga.

Dengan demikian KB di sini mempunyai arti sama dengan tandhim
al-nasl (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya adalah tandhim
al-nasl (pengaturan keturunan), bukan tahdid al-nasl (pembatasan
keturunan) dalam arti pemandulan (taqim) dan aborsi (isqath al-haml),
maka KB tidak dilarang. Kebolehan KB dalam batas pengertian di atas
sudah banyak difatwakan, baik oleh individu ulama maupun lembaga-
lembaga keislaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat
disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian batasan ini sudah
hampir menjadi ijjma’ ulama.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa
serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan,
Kesehatan dan Pembangunan tahun 1983. Betapa pun secara teoretis
sudah banyak fatwa ulama yang membolehkan KB dalam arti tandhim
al-nasl, tetapi kita harus tetap memperhatikan jenis dan cara kerja alat/
metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB.

Selain hukum islam yang mendukung keluarga berencana, ada
para ulama yang menafsirkan larangan keluarga berencana seperti yang
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tercantum dalam QS al-Anam: 151. Untuk memperjelas lagi, berikut ada
hadis:
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“Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam
keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban atau
tanggungan orang banyak.” (HR Bukhari-Muslim.)

Hadis ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan
tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai
anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain (masyarakat). Dengan
demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya direncanakan dan amal-
kan sampai berhasil.

Terlepas dari larangan untuk ber-KB, kita harus mengetahui dan
memperhatikan jenis dan kerja alat kontrasepsi yang akan digunakan.
Alat kontrasepsi yang diharamkan adalah yang sifatnya pemandulan.
Vasektomi (sterilisasi bagi lelaki) berbeda dengan khitan lelaki di mana
sebagian dari tubuhnya ada yang dipotong dan dihilangkan, yaitu kulup
karena jika kulup yang menutupi kepala zakar (hasyafah/glans penis)
tidak dipotong dan dihilangkan justru bisa menjadi sarang penyakit
kelamin (veneral disease).

Karena itu, khitan untuk laki-laki justru sangat dianjurkan. Tetapi
kalau kondisi kesehatan istri atau suami yang terpaksa seperti untuk meng-
hindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya
yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau
melahirkan bayi, maka sterilisasi dibolehkan oleh Islam karena dianggap
dlarurat.

Majelis Ulama Indonesia pun telah memfatwakan keharaman peng-
gunaan KB sterilisasi ini pada tahun 1983 dengan alasan sterilisasi bisa
mengakibatkan kemandulan tetap. Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa hukum
sterilisasi ini dibolehkan karena tidak membuat kemandulan selama-
lamanya. Karena teknologi kedokteran semakin canggih dapat melakukan
operasi penyambungan saluran telur wanita atau saluran pria yang telah
disterilkan. Meskipun demikian, hendaknya dihindari bagi umat Islam
untuk melakukan sterilisasi ini, karena ada banyak cara untuk menjaga
jarak kehamilan.

Cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syariat antara
lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vagi-
nal, tisu. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang
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ibu. Dan cara ini dapat dikategorikan kepada 4zl yang tidak dipermas-
alahkan hukumnya. Sebagaimana hadis berikut:
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“Kami pernah melakukan ‘azl di masa Rasulullah saw., sedangkan

Al-Quran (ketika itu) masih (selalu) turun. (HR Bukhari-Muslim dari

Jabir). Dan pada hadis lain: Kami pernah melakukan ‘azl (yang ketika itu)

Nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami. (HR Muslim,
yang bersumber dari Jabir juga.)

Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan untuk
melakukan azl, sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam isti-
lah ilmu kesehatan disebut dengan istilah coitus interruptus, karena itu
meskipun ada ayat yang melarangnya, padahal ketika itu ada sahabat
yang melakukannya, pada saat ayat-ayat Al-Qurian masih (selalu) turun,
perbuatan tersebut dinilai mubah (boleh). Dengan alasan, menurut para
ulama, seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, maka pasti ada
ayat yang turun untuk mencegah perbuatan itu.

Begitu juga halnya sikap Nabi saw. ketika mengetahui, bahwa banyak
di antara sahabat yang melakukan hal tersebut, maka beliau pun tidak
melarangnya; inilah pertanda bahwa melakukan 4zl dibolehkan dalam
Islam dalam rangka untuk ber-KB.

Pada intinya Keluarga berencana dalam pandangan islam diperbo-
lehkan apabila dilakukan dengan cara yang sesuai syariat islam, dilakukan
dalam konteks pengaturan keturunan bukan pembatasan keturunan dan
dilakukan apabila dalam kondisi yang darurat yang dapat mengancam
keselamatan masyarakat itu sendiri.

Dengan menyitir pendapat Mahmud Syaltut dalam al-Fatawa yang
membolehkan Keluarga Berencana (KB). Pendapatnya disampaikan
dalam seminar di Lahore pada tahun 1964. Menurut dia, keberatan gera-
kan control anti penduduk yang terjadinya penyusutan penduduk dapat
diatasi dengan meningkatkan kualitas umat Islam.'®!

Azl atau senggama terputus disebutkan di dalam Al-Qur’an, sehingga
beberapa ulama menggunakan qiyas, bila ‘azl diperbolehkan, maka

' Mac. Donald (Ed.), “Some Islamic Issues in The Ayyub Khan Era’, Essay on Islamic Civilization
(Leiden: E.J. Brill, 1976), h. 283-302; lihat juga Ghufron A. Masadi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang
Metodologi Pembaruan Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 183
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AL-QAWR'ID
AL-FIQHIYYAH , 8

Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian -

Setelah wafatnya Rasulullah saw. pada saat itu berakhirlah turunnya wahyu dan
berakhir pula datangnya sunnah, baik gauwliyah, ff'livah maupun tagririyah, maka
kemudian segala perkara dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis, dan jika ada
sebuah perkara tidak ditemukan dalil pada keduanya, maka diperintahkan kepada
umatnya untuk berijtihad, sebagaimana Rasulullah mengajari Muadz bin Jabal ketika
diutus ke Yaman. Dari kejadian inilah maka hukum selalu berkembang dan akan selalu
berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sosio-antropologis serta kultur tertentu,
sehingga dijelaskan dalam prinsip Islam, bahwa al-islam shalihun likulli zaman wa
makan, bahwa hukum Islam mampu menerapkan serta menyikapi segala lini
kehidupan.

Kemudian dalam kaidah fikih, perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan
bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah. Secara
operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul fikih adalah menurut ada
atau tidak adanya 'iflat hukumnya. ‘lifot adalah suatu sifat pada suatu hal yang
hukumnya ditetapkan oleh nash (al-ashlu), yang di atas ditegakkan hukum. Di mana ada
‘illat disitu ada hukum, dan sebaliknya, tidak adanya'illat penyebab, tidak ada hukum.

Al-gawa'id al-fighiyyah merupakan kaidah yang bersifat kulli yang dirumuskan
dalam ga'idah fighiyyah. Daya berlakunya hanya bersifat aghfabi, yaitu berlaku untuk
sebagian furu'saja. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus teliti dan cermat di dalam
menggunakan al-gawa'id al-fighiyyah dalam meng-istinbath-kan suatu furu’ Maka dari
itu, al-gawa'id al-fighiyyah merupakan suatu metode dan juga dalil dalam meng-
istinbath-kan suatu hukum Islam dalam mencari hujjoh (argumentasi) khususnya
masalah-masalah baru (kontemporer) dan aktual yang selalu bermunculan dan tidak
ada dalilnya dalam nash (Al-Qur'an dan hadis), yang harus ditemukan solusi hukumnya.

Melihat bahwa telah banyak buku kaidah fikih saat ini yang belum aplikatif, dalam
arti hanya menghadirkan kaidah-kaidah untuk dihafalkan dan dengan contoh-contoh
logika sederhana sehingga kaidah fikih sering jarang diminati, yang ingin penulis
tawarkan dalam buku ini adalah ditampilkannya contoh-contoh yang lumayan banyak,
baik contoh-cantoh klasik maupun masalah-masalah kontemporer yang berkembang
saatini, baik contoh yang hanya berupastatemen maupun cara menyimpulkannya.
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